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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Negara RI merupakan negara yang sebagian besar kehidupan rakyat serta
perekonomiannya agraris. Bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya mempunyai arti penting guna menunjang pembangunan
masyarakat adil dan makmur baik material ataupun spiritual, berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945, Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dana dalam jumlah yang
tidak sedikit. Oleh karena itu, sudah selayaknya diletakkan landasan yang dapat
menjamin tersedianya dana untuk membiayai pembangunan. Dana tersebut berasal
dari dalam negeri dan luar negeri. Sumber dana yang berasal dari luar negeri dapat
berupa pinjaman sedangkan dari dalam neger salah satunya berasal dari pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting
artinya bagi peningkatan pembangunan nasional. Bagi mereka yang telah mendapat
manfaat dari bumi dan kekayaan tersebut baik secara langsung maupun tidak
langsung, sudah sewajarnya untuk mentaati peraturan dan memberikan kontribusi
atau imbalan kepada negara melalui pembayaran pajak vaitu Pajak Bumi dan
Bangunan.

Penentuan tarif pajak dan tata cara pembayaran PBB sudah ditentukan dalam
Undang-Undang RI no. 12 tahun 1985, vang kemudian diperbaharui dalam Undang-
Undang RI No. 12 tahun 1994. Objek pajak yang berhubungan dengan PBB berupa
bumi atau tanah dan bangunan vang berada di dalam wilayah Indonesia. Bumi
memiliki pengertian seluruh permukaan bumi termasuk tubuh bumi dan yang berada
dibawahnva. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknis vang ditanam atau

diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan.
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Dalam rangka mempercepat pemahaman masyarakat tentang arti penting
pajak bagi kelangsﬁngan kehidupan negara, maka dilakukan berbagai macam
pembaharuan pada sistem perpajakan yang telah disederhanakan melalul berbagai
macam pungutan atas penggunaan tanah dan atau bangunan, tarif pajak dan cara
pembayarannya. Adapun sektor-sektor vang dikenakan PBB adalah sebagai berikut:

1. PBB sektor Pedesaan

o

. PBB sektor Perkotaan

- PBB sektor Perhutanan

[99)

4. PBB sektor Perkebunan
S. PBB sektor Pertambangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1985 tentang pembagian
hasil pencrimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , menetapkan
10% dari hasil penerimaan merupakan bagian penerimaan untuk Pemerintah Pusat
dan harus disctorkan sepenuhnya ke kas negara Sedangkan 90% dar hasil
penerimaan merupakan bagian penerimaan untuk Pemerintah Daerah.

Hasil dari penerimaan PBB digunakan untuk membiayal pembangunan
sehingga perlu untuk ditingkatkan dengan memperhatikan asas keadilan dan tidak
memberatkan rakyat banyak serta diperlukannya kesadaran masyarakat mengenai
pentingnva melaksanakan kewajiban dalam hal membayar pajak secara jujur dan
bertanggung jawab. Penerimaan PBB yang diarahkan untuk pembangunan dapat
dirasakan hasilnya bagi masvarakat untuk membayar PBB tclah mencerminkan sifat
kegotongroyongan dalam pembangunan.

Tingkat besar dan keciinva penerimaan pajak tiap tahun dapat diketahui dari
faporan penerimaan pajak vang merupakan hasil proses pengadministrasian yang
dilaksanakan oleh Kantor Pelavanan PBB. Proses administrasi vang dilakukan oleh
Kantor Pelayanan PBB memberikan berbagai pelayanan dan bantuan agar

pemungutan pajak betul-betul tercapai.
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Dalam Praktek Kerja Nyata ini, penulis mencoba mempelajari dan mendalami
serta mempraktekkan tentang proses pengadministrasian yang dilakukan oleh Kantor
Pelayanan PBB khususnya tentang pelaksanaan administrasi penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan. Tujuan pelaksanaan PBB vaitu untuk pengembalian pajak dalam satu
tahun anggaran, sehingga dengan demikian Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak
Negara vang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang
antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas umum dan dinikmati oleh seluruh
masyarakat. Sesuai dengan uraian dan alasan diatas maka laporan PKN ini diberi

judul* Pelaksanaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Situbondo “.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

|. Untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan administrasi penerimaan
Pajak  Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan.

2. Untuk memperoleh pengalaman kerja praktis dari Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan dalam bidang administrasi penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1. Bagi Instansi
Dengan adanya Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan sumbangan yang
bermanfaat bagi Instansi tersebut.

2. Bagi Mahasiswa

4 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang keuangan

serta untuk mempersiapkan diri terjun langsung dalam dunia kerja.
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b. Merupakan sarana untuk melaksanakan dan menguji serta menerapkan
ilmu yang diperoleh dalam bidang administrasi penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan.

1.3 Obyek dan Jangka waktu Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini akan dilaksanakan di Kantor
Pelayanan  Pajak Bumi dan Bangunan Situbondo, yang beralamat di Jalan
Argopuro No. 41 Situbondo
1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata
Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah 1 bulan atau 144 jam
kerja efektif yang dilaksanakan dari tanggal 22 Januari 2001 sampai dengan 22

Februar 2001.

1.4 Kegiatan Praktek Kerja Nyata dan Bidang Himu
i.4.1 Kegiatan Praktek Kerja Nyata
Kegiatan Praktck Kerja Nyata setelah mengurus perijinan, yaitu:
1. Perkenalan dan pengarahan dari pimpinan Kantor Pelayanan PBB.

Melaksanakan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan materi judul yang dipilih.

o

3. Konsultasi secara periodik dengan dosen pembimbing
4. Menyusun laporan PKN

1.4.2 Bidang Hmu
1. Perpajakan

(S9]

_ Administras:

s

. Hukum Pajak
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BAB 11
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Administrasi

Administrasi dari bahasa latin yang terdiri dari kata “ ad * yang berarti
intensif dan “minitrate * yang berarti melayani, secara ctimologis administrasi berarti
melayani secara intensif.

Menurut Siagian (1991: 91) administrasi mengandung dua pengertian yaitu:

a. Pengertian dalam arti sempit
Administrasi  merupakan  kegiatan-kegiatan ketatausahaan  yang mencakup
korespondensi, kesekretariatan, penyusunan laporan dan kearsipan.

b. Pengertian dalam arti luas
Adminitrasi merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan
yang didasarkan pada rasional tertentu oleh dna orang atau lebih dalam rangka
pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan
sarana dan prasarana lCl'lcl‘\lll pula.

Dari pengertian diatas, administrasi meliputi segala bidang, usaha bukan
hanya tata usaha saja. Untuk memperkuat dan menunjukkan bahwa administrasi
mempunyai pengertian yang luas. Di bawah ini diuraikan beberapa pendapat para
ahli tentang administrasi, yaitu:

1. William H. Newman
Administrasi adalah bimbingan kepemimpinan dan pengawasan usaha-usaha
suatu kelompok orang-orang kearah pencapaian tujuan bersama.

2. John M. Pfiffher
Administrasi dapat dirumuskan sebagai pengorganisasian dan pengarahan sumber

manusia atau tenaga kerja dan materi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

K
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3. Leonard D. White
Administrasi adalah cuatu proses yang umum  dalam  semua usaba-usaha
kelompok baik dalam usaha umum atau pribadi maupun sipil atanpun militer
dengan cara besar-besatan ataupun kecil-kecilan.

4. Deight Waldo
Administrasi adalah daya upaya manusia yang komperatif yang mempunyai
tingkat rasionalitet tinggi

5. The Liang Gie
Administrasi adalah  scgenap p.roscs penyelenggaraan dalam  sctiap usaha
kerjasama  sekelompok orang untuk  mencapai tujuan - tertentu. Rangkaian
perbuatan menyelenggarakan ini terbentang diantara saat ditentukannya tujuan
sampai terpenuhinya tujuan tersebut.

Pada pelaksanaan administrasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
administrasi mempunyai peranan yang penting dalam membantu melayani
pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan suatu perusahaan
dan menyediakan keterangan bagi pucuk pimpinan dan bawahan untuk membuat
keputusan dan melakukan tindakan yang tepat, membantu Kelancaran perkembangan

organisasi secara keseluruhan.

2.2 Pengertian Pajak
Pengertian pajak menurut  Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam
Mardiasmo, 1995: 1) sebagui berikut:
Pajak adalah iwan rakyat kepada kas negara herdasarkan Undang-
Undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal
( kotraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan  digunakan untuk

membayar kepentingan unum.

Pendapat lain tentang pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah
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1. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan). yang terhutang oleh
vang wajib membayarmya menurut peraturan-peraturan dengan idak mendapat
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan. dan yang gunanve unmk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengzn tugZas negara

untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Menurut Ray M. Sommer, Herschel M. Anderson dan Horace R. Brocs
Pajak adalah pengalihan dari sumber-sumber dari sekior swasiz ke sekior
pemerintahan vang wajib dilaksanakan berdasarkan kewentzn sang telah
ditetapkan lebih dahulu dan tanpa mendapatkan imbalan yang langsung. sehingga
daripadanya pemerintah dapat melaksanakan tugasnya uniuh mencens: twuan
ckonomi dan sosial.

3. Menurut S. | Djajadiningrat.
Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian danpedz kekavaan ke xas
negara disebabkan suatu keadaan. kejadian dan perbuaien vang membenian
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. menurut Xeientuan yang
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. tetapi tidak ada ;ase nmbal baik
dari negara secara langsung. untuk memelihara kesejahteraan umur

Dari definisi tersebut terdapat kata “paksa” dan “imbalan” melziur xabhmat = Juron

yang dapat dipaksakan * dan ** Tanpa jasa timbal balik yang dinayus. Maxs ud dan

kalimat- kalimat diatas itu adalah:

a. luran yang dapat dipaksakan

Artinya karena kekuatan Undang-Undang pajak maka raxyal sang sarenz
ketentuan didalam Undang-Undang itu wajib membavar iuran pzizk mau ndzt
mau harus memenuhi kewajibannya. Oleh karena kekuatan Undzng-' ndang itu
pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewanbanmea cerian
surat paksa dan surat sita. Dan jika wajib pajak melakukan pelanggaran ale
dalam melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi berupz nusumar

denda atau kurungan {penjara).
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b. Tanpa jasa timbal balik
Artinya sctiap wajib pajak yang membayar iuraa/ pajak kepada negara tidak akan
dapat memperoleh balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Scbenarnya
imbalan yang diberikan pemerintah pada -warga ncgaranya adalah berupa
pelayanan  pemerintah kepada seluruh  golongan masyarakat  melalui
penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, jembatan, Puskesmas, sckolah dan
sebagainya.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa pajak memiliki beberapa unsur, yaitu:

a. [luran dari rakyat kepada negara
Dimaksudkan bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan furan
tersebut berupa uang dan bukan berupa barang

b. Berdasarkan Undang-Undang
>ajak yang dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan-aturan
pelaksanaannya.

b. lanpa jasa timbal balik
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasai
individual olch pemerintah.

d. Digunakan untuk membayar kepentingan umun.
Untuk membiayai Rumah Tangga Negara dan memiliki manfaat yang dapat

dirasakan oleh masyarakat luas.

2.2.1 Fungsi Pajak

Dengan penerimaan uang  pajak, pemerintah  dapat melaksanakan
pembangunan, melancarkan roda pemerintahan, serta meningkatkan kehidupan sosial
ckonomi masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan
pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu

masyarakat adil dan makmur secara merata.
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Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1.

Fungsi Budgetair

ialah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran
negara

Fungsi Reguler (mengatur)

ialah pajak scbagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Iungsi Retribusi

Fungsi ini oleh ahli perpajakan dimasukkan dalum fungsi regulasi. Dimana dalam
menentukan tarif pajak, pemerintah menggunakan sistem progresif artinya kepada
golongan yang lebih mampu dikenakan tarif yang tinggi. Dana yang dihasilkan
dipakai untuk membiayai proyek yang dinikmati masyarakat berpenghasilan
rendah seperti pembangunan waduk, puskesmas, SD,dan scbagainya.

Fungsi Demokrasi

Fungsi ini merupakan salah satu penjelmaan dari sistem kekeluargaan dan
kegotongroyongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara. Rakyat
memberikan sejumlah pénghasilannya dalam bentuk uang untuk membiayai
pengeluaran negara bagi kepentingan umum. Dengan membayar pajak, rakyat
berperan serta dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, termasuk kegiatan

pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Disamping jasa-jasa tersebut pajak memiliki beberapa manfaat antara lain :

a. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara

b. Pajak sebagai alat pemerataan pendapatan

c. Pajak sebagai alat pendorong investasi

Beberapa syarat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau

perlawanan (Mardiasmo , 1995 : 2-3), yaitu:

L

Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum.

Yaitu untuk mencapai Undang-Undang dan pelaksaan pemungutan harus adil.
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Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengarahkan pajak secara umum
dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil
dalam pelaksanaannya vaitu dengan cara memberikan hak bagi wajib pajak untuk
mengajukan keberatan, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan

Pajak.

2. Pemungutan pajak haus berdasarkan Undang-Undang (syarat Yuridis)
Di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 23 ayat 2. Hal i1
memberikan jaminan hukum untuk menyatukan keadilan baik bagi negara
maupun kepada warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Svarat F-konomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan. schingga tidak menimbulkan kelesuan pada perekonomian
masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat I'inansiil)
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan vang sederhana akan dapat memudahkan dan mendorong

masvarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi

oleh UU Perpajakan vang baru, misalnya:

a. Tarif PPN vang dulunva beragam. kemudian disederhanakan menjadi satu tarif
yaitu 10%.

b. Pajak perseroan atau badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan
disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) vang berlaku bagi badan
maupun perseorangan (orang pribadi).

Terdapat beberapa teort yang menjelaskan atau memberikan justifikasi
(dasar) pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 1995: 3-

4), yartu:
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leori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh
karena itu rakyat membayvar pajak vang ditbaratkan sebagai suatu Premi Asuransi
karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

leori Kepentingan.

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya
perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang
terhadap negara, maka makin tinggi pajak yang harus dibayar.

Teori Dava Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinva pajak harus dibayar
sesual dengan dava pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul
dapat digunakan dua pendekatan. yaitu:

a. Unsur Obyekuf, dengan melihat besarnva penghasilan atau kekayaan yang

dimiliki sescorang.

b. Unsur Subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang

harus dipenuhi.
leori bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan
negaranya, sebagai warga negara vang berbakti rakvat harus selalu menyadari
bahwa pembayaran pajak adalah sebagar suatu kewajiban.
leori Asas Dava Beli
Dasar Keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnva memungut
pajak berarti menarik dava beli dart rumah tangga masyarakat untuk rumah
tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali kemasyarakat
dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masvarakat. Dengan  demikian

kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.
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2.2.2 Hukum Pajak
A. Pengertian Hukum Pajak
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak

dengan rakyat sebagai wajib pajak (Mardiasmo, 1999: 5).

Ada dua macam hukum pajak, vaitu:

1. Hukum Pajak Materiil
Menurut norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan,
peristiwa, hukum yang dikenakan pajak (obyek pajak), siapa yang dikenakan
(subyek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu
tentang timbul dan hapusnya utang pajak. dan hubungan hukum antara wajib
pajak dan pemerintah.
Contoh : UU pajak penghasilan

2. Hukum Pajak formil
Memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan
(cara melaksanakan hukum pajak maternil).

Hukum ini memuat antara lain :

a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak
mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
¢. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencataaan,
dan hak-hak wajib pajak misalnva mengajukan keberatan dan banding.
Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
B. Kedudukan Hukum Pajak
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, hukum pajak mempunyai
kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:
1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakvatnya, vaitu:
- Hukum Tata Negara

- Hukum Tata Usaha (Hukum Administratuf)
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- Hukum Pajak
- Hukum Pidana
C. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Setiap pajak yang dipungut berdasarkan UU Hukum Pajak di Indonesia ada

pada UUD 1945 dalam pasal 23 ayat 2. vaitu:  * segala pajak untuk keperluan

Negara berdasarkan UU ™.

Untuk menyempurnakan peraturan Undang-Undang Perpajakan, dan lebih
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. pemerintah telah
membuat UU Perpajakan baru, sebagai berikut:

a UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang
diperbaharui dalam UU No. 9 tahun 1994.

b. UU No. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¢. UU Wo. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang diperbaharui
dalam UU No. 12 tahun 1994.

d. UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

e.  UU No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian sengketa Pajak

2.2.3 Jenis-jenis Pajak
Pajak vang kita kenal terdiri dari berbagai macam jenis. Dibawah ini
terdapat beberapa jenis pajak antara lain sebagai berikut:
1. Menurut Golongannya
a.  Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajb pajak dan
tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
b. Pajak Tidak Langsung, vaitu pajak vang pada akhirnya dihmpahkan kepada
orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
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2. Menurut Sifatnya
a. Pajak Subyektif, vaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertammbahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
b. Pajak Obyektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya
tanpa memperhatikan wajib pajaknya.
3. Menurut lembaga pemungutnya
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga negara
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Atas Barang-Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea
Materai.
b.  Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah dacrah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
- Pajak daerah Tk. I (propinsi)
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor.
- Pajak Daerah Tk. 11 (kotamadya/kabupaten)
Contoh :  Pajak Pcmbangunan [, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bangsa

Asing.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo, (1995: 8), sistem pemungutan pajak terdapat tiga
sistem antara lain scbagai berikut :
1. Official Assessment System
adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnva pajak yang terutang oleh wajib

pajak.
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Self Assessment System

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang meberikan wewenang kepada Wajib
Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

With Holding System

adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak
ketiga  (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.5 Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak, yaitu:
Tarif sebanding / proporsional
Merupakan tarif pajak dengan persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah
yang dikenai pajak schingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap
besarnya nilai yang dikenai pajak.
Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pejak didalam daerah pabean akan
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
Tarif tetap ‘
Merupakan tarif pajak dengan jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun
jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai
nominal berapapun adalah Rp 1.000.-

larif progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak
semakin besar.
Contoh : pasal 17 UU PPh 1995, dengan Lapisan Kena Pajak

- sampai dengan Rp. 25.000.000,- dikenakan tarif pajak sebesar 10%

- di atas Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- dikenakan

tarif pajak 15%
- di atas Rp 50.000.000,- dikenakan tarif pajak 30%
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4. Tarif degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak

semakin besar.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan
2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada
dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk
dacrah rawa, tambak dan scbagainya) serta laut wilayah Republik Indonesia.
Sedangkan pengertian Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat
usaha, maupun tempat yang diusahakan (Mardiasmo, 1995 : 191).

Sedangkan pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan
vang dikenakan terhadap bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai. dimanfaatkan

oleh orang atau badan.

2.3.2 Fungsi Pajak Bumi dan Bangunan
I. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak negara yang sebagian besar
penerimaannya merupakan pendapatan daerah yvang antara lain dipergunakan
untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah pusat dan

Pemerintah Daerah.

2. Merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Dacrah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnyva 10%
untuk Pemerintah Pusat serta 90% untuk Pemerintah Daerah tingkat II dan
Pemernintah Dacrah tingkat I sebagai pendapatan daerah vang bersangkutan.

3. Penenmaan Pemerintah Daerah vang sebagian besar diberikan kepada

Pemenntah Dacrah tingkat 11, karena penerimaan pajak ini diarahkan untuk

kepentingan masyarakat di Daerah tingkat 11 yang bersangkutan.
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4. Sedangkan imbangan pembagian hasil penerimaan pajak diatur dengan
Peraturan Pemerintah (PP). Ketentuan besarnya persentase (%) dan urutan
pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara
100%
b. 10% dari no. 1 untuk Pemerintah Pusat dan harus disetor sepenuhnva ke Kas
Negara
c.  90% dari no. 1 untuk Pemerintah daerah, hasil ini masih harus dikurangi
dengan 10% untuk biaya pemungutan.
Sisa :
- untuk Pemda tingkat I = 16.2% (20% x 81%)
- untuk Pemda tingkat 1l = 64 8 % (80% x 81%)
d. Untuk no. 3 merupakan pendapatan daerah dan setiap tahun anggaran

dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

2.3.3 Subyek dan Obyvek Pajak Bumi dan Bangunan

a. Subyek pajak Bumi dun Bangunan
adalah orang atau badan yang secara nyata mempunvai hak atas bumi dan
bangunan maupun vang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan vang
bersangkutan. Hal ini berarti sekalipun orang atau badan tersebut menyewa atau
hanya sekedar menumpang, namun secara nyata 1a memperoleh manfaat atas
tanah (bumi) dan atau bangunan tersebut. maka orang atau badan tersebut wajib
menanggung atau membayar beban pajaknya.
Sedangkan  apabila terdapat perikatan lain, misainya pemilik bangunan
menanggung beban pajak, maka kewajiban membayar pajak jelas ada pada
pemilik bangunan. Keterangan ini perlu dituliskan dalam Surat Pemberitahuan
Obyek Pajak (SPOP).
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b. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan
adalah pungutan vang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Jadi yang
dimaksud dengan obyek pajak adalah bumi dan atau bangunan dalam penetapan
besarnya nilai dari obyek pajak menggunakan klasifikasi bumi dan bangunan.
Klasifikasi Bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan
menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman dalam perhitungan, sera
untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah, diperhatikan faktor-faktor :

Letak

Peruntukan

1

Pemanfaatan

Kondisi Lingkungan

Dan untuk menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor :

Bahan vang digunakan

Rekayasa

Letak

Kondisi lingkungan dan lain-lain
Semua bumi dan bangunan yang berada diwilayah negara kita ini pada
dasarnva dapat dimasukkan sebagai obyek pajak. Akan tetapi udak semua bumi dan
bangunan dapat dikenakan pajak.
Obyek pajak vang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan itu adalah sebagai
berikut:
1. Tanah dan bangunan yang semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan
umum dan tidak dimasukkan untuk memperoieh keuntungan.
Misalnya : tempat ibadah, sarana keschatan, pendidikan, dan Kebudayaan
Nasional dan sebagainya.
2. Tanah dan bangunan vang dipergunakan oleh Perwakilan Diplomatik atau

konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik.
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3. Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, dan Taman nasional.
4. Kepada sctiap wajib pajak diberikan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak

(NJOPTKP) sebesar Rp. 8.000.000,-

a. apabila scorang wajib pajak hanya mempunyai/ menguasai/ menikmati/
memanfaatkan suatu obyek pajak saja (tanah dan bangunan) yang Nilai Jual
Obyek Pajak (NJOP)nya tidak lebih dari Rp. 8000.000 kepada wajib pajak
tersebut dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Apabila wajib pajak tersebut mempunyai beberapa obyek pajak, maka yang
diberikan NJOPTKP hanya salah satu obyek pajak yang terbesar nilainya,
sedangkan obyek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi
NJOPTKP.

6. Bangunan yang digunakan oleh Perwakilan Organisasi Internasional yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan,

Nilai Jual Obyck Pajak (NJOP)

Yang dimaksud dengan NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli. NJOP dilcnvlukan melalui perbandingan harga dengan obyek pajak
lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Pengganti.

Dari pengertian tersebut terdapat beberapa kalimat yang memiliki maksud antara lain:
a. Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis
Suatu pendekatan atau metode penentuan NJOP dengan cara membandingkannya
dengan obyck pajak lain yang scjenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya
sama dan telah diketahui harga jualnya.
b. Nilai perolehan baru
Suatu pendekatan atau metode penentuan NJOP dengan cara menghitung seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian

dilakukan, yang dikurangi penyusutan berdasarkan kondisi fisik obyek tersebut.
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¢. Nilai Jual Obyek Pengganti (NJOP)

Suatu pendekatan atau mictode penentuan NJOP yang berdasarkan pada hasil

produksi pajak tersebut. Dalam Nilai Jual Obyck Pengganti dilengkapi oleh

beberapa formulir, seperti

a. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh
wajib pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB

b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan
Dircktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang
kepada wajib pajak  Dircktorat Jenderal Pajak dalam menerbitkan SPPT

berdasarkan SPOP.

2.3.4 Tata cara Pendaftaran dan Pembayaran PBB
A. Tata cara pendaftaran PBB
Pendaftaran obyck PBB oleh subyck pajak dengan cara mengambil,
mengisi dan mengembalikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) ke kantor-
kantor Dircktorat Jenderal Pajak setempat atau tempat-tempat lain yang ditunjuk
untuk pengambilan/ pengenibalian SPOP. Pengisian SPOP dalam rangka pendaftaran
agar dilengkapi sket / denah obyck pajak.
Adapun tahap kegiatannya adalah sebagai berikut :
. Persiapan
a. KP PBB memberiahukan kepada Pemerintah Dacrah  sctempat  tentang
kegiatan  pendaftaran  obyek  pajak, scbagai  salah  satu upaya  untuk
meningkatkan pelayanan kepada wajib pajag
b. KP PBB bersama Pemda setempat menunjuk tempat-tempat pengambilan dan
pengembahian SPOP.
Tempat yang ditunjuk antara lain :
- KPPBB
- Kantor Penyuluhan Pajak

- Kantor Dinas Pendapatan Dacrah Tingkat 11
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- Kantor Kecamatan
- Kantor Kelurahan / Desa

- Tempat lain yang dianggap memungkinkan

c. KP PBB bersama Pemda setempat, memberikan penjelasan kepada para

enangeung jawab tempat yeneambilan dan pen sembalian SPOP.
P geung | pat peng peng

KP PBB menyerahkan SPOP dan perangkat administrasi lainnya (seperti tanda

terima SPOP. daftar penjagaan, dan lain scbagainya)., kepada para penanggung

jawab tempat pengambilan dan pengembalian SPOP dengan berita acara

penyerahan SPOP.

f KP PBB memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang rencana kegiatan

pendaftaran obyek pajak

S

Pelaksanaan

Pelaksanaan pendaftaran obyek pajak melibatkan tiga unsur, yaitu subyek

pajak, petugas pada tempat pengembalian SPOP, serta petugas Dirjen Pajak yarg

ditugaskan dalam rangka pembinaan wilayah . Masing-masing unsur mempunyai

kewajiban sebagai berikut

1. Kewajiban petugas pada tempat pengambilan dan pengembalian SPOP

a.

b.

(¢

Memberikan formulir SPOP kepada subyek pajak vang datang untuk
mendaftarkan obyek pajaknya

Memberikan Tanda Terima penyampaian SPOP kepada subyek pajak untuk
diisi dan ditandatangani.

Mencatat identitas subyek pajak dan/atau kuasanya yang menerima SPOP.
Menerima SPOP vang sudah diisi. ditandatangani, dan dilengkapi dengan data
pendukungnya, yang dikembalikan oleh subyek pajak atau kuasanya serta

memberikan Tanda Terima Pengembalian SPOP

~Mengirimkan Laporan Daftar Penjagaan Penyampaian dan Pengembahan

SPOP kepada KP PBB ‘Mengajukan permintaan kepada Direktorat Jenderal

Pajak untuk mendapatkan formulir.
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Kewajiban subyek pajak

a.

b.

o

d.

€.

Mengambil formulir SPOP pada tempat-tempat yang ditunjuk.

Mengisi  formulir SPOP dengan jelas. benar, dan lengkap serta
menandatanganinya

Apabila subyek pajak adalah badan hukum, maka tanda terima SPOP harus
diberi penjelasan secukupnya yang menjelaskan siapa yang menandatangani
SROP.

Apabila SPOP ditandatangani oleh bukan subyek pajak yang bersangkutan
maka harus dilampiri Surat Kuasa dari subyek pajak.

Mengembalikan formulir SPOP yang sudah diisi pada KP PBB setempat atau

dimana formulir SPOP diperoleh, selambat-lambatnya 30 hart.

Kewajiban Petugas Kantor Pelayanan PBB

a.

o

Membuat buku penjagaan Penyampaian dan Pengembalian SPOP mengenai
semua SPOP vang dikeluarkan oleh KP PBB ataupun dari tempat yang
ditunjuk sebagai tempat pengambilan dan pengembalian SPOP dalam Daftar
Rekapitulasi SPOP yang diterima kembali dari subyek pajak.

Menerima dan menatausahakan laporan yang disampaikan oleh petugas
penanggungjawab tempat pengambilan dan pengembalian SPOP.

Meneliti SPOP yang sudah dikembalikan baik langsung dari subyek pajak
maupun dari tempat-tempat yang ditunjuk sebagai tempat pendaftaran.
Memberi laporan kepada Kepala KP PBB mengenai subyek pajak yang belum
mengembalikan SPOP setelah lewat batas waktu 30 hari sejak diterimanya
SPOP. selambat-lambatnya 7 hari sesudah batas waktu pengembalian SPOP
untuk diberikan Surat Tegoran pengembalian SPOP.

Melaporkan kepada Kepala KP PBB dengan tindasan kepada Kepala Seksi
Penetapan apabila subyek pajak tidak juga mengembalikan SPOP, setelah
melewati batas waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran Pengembalian

SPOP. untuk diterbitkan SKP-nya.
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f Meneliti permintaan tertulis dari subyek pajak tentang perpanjangan atau
penundaan pengembalian SPOP dan melaporkan kepada Kepala KP PBB.
B. Tata Cara Pembayaran PBB
Ada dua cara bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan, yaitu:
1. Pembayaran langsung ketempat pembayaran
a. Wajib pajak membayar PBB yang terutang ke tempat Pembayaran yang
ditunjuk sebagaimana yang tercantum dalam SPPT/ SKP/ STP
Pembayaran dengan cek Bank/ Giro Bilyet Bank baru dianggap sah apabila
telah dilakukan kliring.
b. Wajib pajak menzrima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBB
dari Bank / Kantor Pos dan Giro (KPG) tempat pembayaran.
Bank/ KPG Tempat Pembayaran PBB berkewajiban mengirimkan STTS
(Surat tanda Terima Setoran) dengan SPPg (Surat Pengantar Pengiriman)
kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB melalui kiriman uang /
transfer.
2. Pembayaran melalui petugas pemungut
a. Wajib Pajak yang tempat tinggalnya jauh/ sulit sarana dan prasarananya dari
tempat pembayaran yang ditunjuk, dapat menyetorkan pembayaran PBB
melalui petugas pemungut. Selanjutnya petugas pemungut menyetorkan
pembayaran PBB tersebut ke Bank/ KPG tempat pembayaran.
b. Wajib Pajak menerima TTS (Tanda Terima Sementara) dari petugas pemungut
sebagai tanda bukti penerimaan sementara.
¢. Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti pembayaran PBRB yang sah dar

tempat pembayaran melalui petugas pemungut sebagai pengganti TTS.
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2.3.5

Dasar Pengenaan PBB dan Cara Menghitung Pajak

Pajak dikenakan pada orang atau badan baik yang memiliki, menguasai,

dan merasakan manfaat atas tanah dan atau bangunan yang berada disckitar Wilayah

negara kita.

A. Dasar Pengenaan Pajak

1.

2,

(9]

Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak)
Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan , kecuah
untuk daerah tertentu yang mengalami perkembangan sangat pesat bisa
ditinjau setiap tahun sekali.

Dasar perhitungan pajaknya adalah NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) yang

gi-tingginya 100% dari NJOP.

= =
o o

ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan seting
Besarnya persentase NJOP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan

memperhatikan kondisi ekonomi sosial.

Selain cara pembayaran diatas masih ada lagi cara pembayaran PBB yang lain yaitu

dengan cara SISTEP (Sistem Tempat Pembayaran).

SISTEP adalah tata cara pembayaran, penyetoran , pelimpatian dan pembagian hasil

penerimaan PBB melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan.

Maksud dan tujuan penerapan SISTEP ini adalah:

—

t

')

Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
Penertiban administrasi

Mempermudah pengawasan

4. Mempermudah penerapan sanksi

hn

Meningkatkan kesadaran wajib pajak

B. Cara menghitung PBB

a.

b.

Tarif Pajak adalah sebesar 0.5%

NJOP berupa tanah dan bangunan yang nilainya bisa diperoleh dari:
- Harga rata-rata dari transaksi wajar
- Nilai Perolehan Baru

- Nilai Investasi
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¢. NJKP ditetapkan 20% dari NJOP
d. Rumus untuk menghitung PBB:

0.5% x 20% x NJOP atau 1/10 x NJOP

2.4 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan yang
diperoleh dari pungutan pajak atas penggunaan bumi (tanah) dan atau bangunan.
Hasil penerimaan PBB digunakan untuk pembangunan negara pada umumnya dan
pembangunan daerah pada khususnya.

Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1985 tentang Pembagian Hasil
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. menetapkan pembagian hasil penerimaan PBB sebagai berikut:

1. 10% dari hasil penerimaan PBB merupakan bagian penerimaan untuk Pemerintah
Pusat dan harus disetorkan sepenuhnya ke kas negara.

2. 90% dari hasil penerimaan PBB merupakan bagian penerimaan untuk Pemerintah
Daerah dan dikurangi dengan biaya pemungutan sebesar 10%. Pembagian untuk
Pemerintah Dati | dan Pemerintah Dati Il sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah TK I sebesar 20%
b. Pemerintah Daerah TK 11 sebesar 80%

Hasil penerimaan PBB yang diterima oleh Pemda TK 11 dipergunakan untuk
menunjang pembangunan Dati 1T yang bersangkutan dan diselaraskan dengan
pembangunan nasional vang diarahkan untuk kepentingan masyarakat diseluruh
wilayah Dati Il. Dengan penggunaan tersebut diharapkan akan merangsang
masyarakat tempat obyek pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membavar

pajak.
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BAB 11
GAMBARAN UMUM

3.1 Latar Belakang

3.1.1 Latar Belakang Pajak Bumi

Melihat latar belakang sejarah Pajak Bumi dan Bangunan, telah sering kali
berganti nama. Untuk memudahkan dalam mengenal PBB sejak dari jaman
pemerintahan Inggris sampai dengan pemerintahan saat ini.

Pajak yang kita kenal terdiri dari berbagai macam, salah satunya pajak yang
berkenaan dengan tanah yang diolah atau dimiliki rakyat. Agar lebih jelas dapat kita
lihat pada ikhtisar perkembangan sejarah nama PBB berikut ini:

1. Landrent

Tahun 1811-1815, masa Pemerintahan Gubernur Jenderal Sir Thomas Standford
Raffles.
2. Landrente
Tahun 1816-1942, masa penjajahan Hindia Belanda.
3. Pajak Tanah :
Tahun 1942-1945, masa penjajaban Jepang,
4. Pajak Bumi
Tahun 1945-1950, Masa Republik Indenesia Serikat.
5. PPPTMI (Pendafiaran Pajak Penghasitan Tanah Milik Indonesia)
Tahun 1951-1959, sebagai akibat mosi Tauchid cs (anggota DPR dibarisan Tani
Indonesia/ Ormas PK1)
6. PTM ( Pendaftaran Tanah Milik)
Tahun 1957-1959.
7. Ipeda (Turan Pembangunan Daerah)

Tahun 1965-1986.

26
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8 PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
Tahun 1986 sampai sckarang berdasarkan UU RI No. 12 tahun 1985 tentang PBB
dan diperbaharui dalam UU No. 12 tahun 1994 tentang PBB.

Sejarah singkat dari ikhtisar diatas tersebut dimulai sejak masa
Pemerintahan Inggris dibawah pimpinan Gubernur Jenderal Sir Thomas Standford
Raffles pada tahun 1811-1814 dikenal sebagai Landrent. Pada tahun 1816-1842
berubah menjadi Landrente, masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Indonesia
merdeka, pajak atas tanah masih diberlakukan dan dikenal dengan Pajak Bumi
sampai Ordonansy/ Undang-Undang No. 11 tahun 1951 tentang Pajak Peralihan 1944.

Dalam perkembangan berikutnya tahun 1959 melalui UU No. 11
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tahun 1959 mulai diberlakukannya
Pajak Hasil Bumi. Undang-undang ini pada mulanya hanya mengatur tentang pajak
atas tanah adat, tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh orang Indonesia asli, dan tidak
termasuk tanah hak barat. Ordonansi/ Undang-undang yang mengatur tanah hak barat
adalah Ordonansi/ Undang-undang Verponding Indonesia tahun 1923 dan Ordonanst
Verponding tahun 1928. Tetapi pada tahun 1960 dikeluarkan UU No. 5 tahun 1960
vang mengemukakan bahwa hukum atas tanah yang berlaku atas semua tanah di
Indonesia dan dipertegas lagi dengan Keputusan Presidium Kabinet tanggal 10
Februari 1967. No.87/ Kep/ U/ 4/1967. Dengan demikian UU No. 11 Peraturan
Pemerintah tahun 1959 sebagai landasan Pajak Hasil Bumi . vang ditafsirkan bahwa
semua tanah di Indonesia dipungut Pajak Hasil Bumi termasuk tanah-tanah yang
diatur dalam Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923 dan Ordonansi Verponding
Indonesia tahun 1923 dan Ordonansi Verponding tahun 1928.

Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
vang disahkan pada tanggal 27 Desember 1985. Undang-undang tersebut merupakan
bagian dari paket Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional yang bermaksud untuk
meningkatkan penerimaan pajak schingga negara mampu untuk  membiayai
pembangunan dengan mempergunakan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri

selain sektor migas
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Dengan demikian pembangunan itu akan terjamin kelangsungannya. Pajak Bumi dan
Bangunan didorong oleh beberapa faktor, antara lain :
a. Landasan Hukum Iuran Pembangunan Daerah
misalnya : Beberapa macam pungutan pajak yang bertumpuk (ditujukan) pada
obyek pajak vang sama seperti. pajak atas tanah dan bangunan serta
pajak rumah tangga, sangat memberatkan dan membingungkan
masyrakat wajib pajak.
b. Perundang-undangan yang berlaku selama ini dan menjadi dasar pemungutan pajak
atas tanah dan bangunan tidak sesuai lagi dengan Falsafah Pancasila.
c. Sebagai realisasi dari amanat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun
1983.
d. Berlakunya Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan dimasing-masing Daerah
Tingkat I1.
Namun dalam perkembangan selanjutnya UU No. 12 tahun 1985 tentang
PBB mengalami perubahan vaitu UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB bersamaan
dengan perubahan beberapa Undang-undang pajak lainnya. Undang-undang tentang

PBB kemudian disusun sebagai pengganti dari 7 (tujuh) Ordonansi/ Undang-undang

vang pelaksanaannva tumpang tindih (ganda).
Tujuh Ordonansi/ Undang-undang itu adalah scbagai berikut :
1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1906

2. Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923,

. Ordonansi Verponding tahun 1928,

(V8]

dos

. Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932.

hn

. Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942

o)

. Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957,
7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 11 tahun 1959, tentang Pajak
hasil Bumi.

Salah satu alasan PBB perlu dimantapkan pelaksanaannya karena, tidak

dapat disangkal lagi bahwa bumi dan bangunan dapat memberikan keuntungan dan
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kedudukan sosial ekonomi vang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai

suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya.

3.1.2 Latar Belakang Sejarah KP PBB Situbondo

Situbondo sebelum tahun 1965 berada dibawah naungan Jember, berupa
Kantor Cabang Pendaftaran Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia dibawah
Kantor Daerah X Malang. Pada tahun 1975, Situbondo berdiri sendiri dengan sebutan
Kantor Ipeda Pengenaan dibawah Direktorat Jenderal Moneter, dengan wilayah kerja
Situbondo dan Bondowoso. Kemudian pada tahun 1977 berubah menjadi Kantor
Dinas Luar Tingkat I Ipeda Situbondo dibawah kantor Inspeksi Ipeda Jember (berada
dibawah Direktorat Jenderal Pajak) dengan wilayah kerja Situbondo dan Bondowoso.

Tahun 1989 menjadi kantor Pelayanan PBB Situbondo yang mempunyai
wilayah kerja Kabupaten Situbondo antara lain 17 Kecamatan 136 Desa, kemudian
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 276/ KMK 01/ 1989 tanggal 20
Maret 1989, menjadi Kantor Pelayanan PBB tipe B dibawah Kantor Wilayah IX
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur.

Pada tanggal 1 April 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Rl
No. 162/ KMK 01/ 1997. tipe Kantor Pelayanan PBB Situbondo berubah menjadi tipe

A dengan wilayah kerja yang sama dan tetap berlaku sampai saat ini.

3.2 Struktur Organisasi pada KP PBB Situbondo
Struktur vang digunakan merupakan suatu kerangka vang menunjukkan
adanya hubungan antara pejabat maupun bidang kerja satu dengan lainnya, schingga
akan terlihat dengan jelas hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian
Dengan adanya struktur organisasi yang baik maka akan membawa
keuntungan terhadap pelaksanaan sistem manajemen, misalnya :

I. Memperjelas hubungan kerja dan koordinast.

o

_Setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

3. Setiap pegawai dapat mengetahui dengan jelas tanggung jawabnya.
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4. Masing-masing pegawai dapat bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuan

yang telah ditentukan.
Maka bentuk struktur organisasi yang diterapkan pada Kantor Pelayanan PBRB dilihat

dari tugas dan wewenangnya. dapat dilihat pada gambar 1.
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Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pelaksana dari
Direktorat Jenderal Pajak yang ada dibawah pengawasan dan bertanggung jawab
pada Kantor Wilayah IX Dircktorat Jenderal Pajak Jawa Timur, mempunyai tugas
untuk melaksanakan kegiatan operasional Ditjen Pajak dibidang PBB dalam daerah
wewenangnya dengan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Ditjen Pajak.

Pada KP PBB Situbondo terdapat 1 sub bagian, 5 seksi, 1 kelompok tenaga
fungsional penilai PBB, dan berdasarkan gambar struktur organisasi pada KP PBB

mempunyai tugas, fungsi serta pembagian dari struktur tersebut, yaitu :

3.2.1 Kepala Kantor

Menyelenggarakan kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak dibidang
PBB dengan cara melakukan koordinasi evaluasi dan pengendalian kegiatan dibidang
tata usaha, pengolahan data dan informasi, pendataan obyek dan subyek pajak,
penilaian obyek pajak, penetapan. penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan
dan pengurangan PBB serta pembinaan kelompok tenaga Fungsional dalam rangka
melaksanakan kebijaksanaan teknis.
- Memiliki tugas :

I. Menyelenggarakan kegiatan operasional.

o

. Melakukan koordinasi evaluasi.
3. Pengendalian kegiatan.
- Kepala Kantor membawahi :

1. Bagian Tata Usaha.

(3]

. Pengolahan Data dan Informasi.

. Pendataan dan Penilaian.

(V8]

4. Penetapan.

h

- Penenmaan dan Penagihan.
6. Keberatan dan Pengurangan.

7. Kelompok tenaga fufigsional.
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3.2.2 Sub Bagian Tata Usaha

Melaksanakan pelayanan administratif dengan cara melakukan tata usaha
kepegawaian, laporan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan dalam rangka
menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan PBB.
- Memiliki tugas :

I. Melakukan tata usaha kepegawaian.

o

Mengurus Laporan Keuangan.
3. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- Dalam pelaksanaannya dibantu :

I. Bagian Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian.

(S

. Bagian Urusan Keuangan.

)

. Bagian Urusan Rumah Tangga.
Semua urusan intern pada kantor menjadi tugas dan tanggungjawab bagian Tata

ft

Usaha . termasuk mengurus keluar masuknya surat, supplies perlengkapan kantor.

3.2.3 Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Melaksanakan urusan penatausahaan data masukan dan keluaran.

pengolahan data dan informasi dengan cara pembentukan dan pemeliharaan master
file, perekaman up dating, back up. transfer, recovery, dan analisa serta memproduksi
data keluaran dalam rangka analisis, dan penyajian Informasi Pajak Bumi dan
Bangunan.
- Memiliki fungsi :

I Melaksanakan urusan penatausahaan data masukan dan keluaran.

2. Kegiatan, perekaman. pengolahan data dan penyajian informasi.
- Seksi int membawahi -

I Sub seksi Data Masukan dan Keluaran.

2. Sub seksi Pengolahan Data.

3. Sub seksi Analisis dan Penvajian Informasi.
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Data-data dari Scksi Pendataan dan Penilaian, diserahkan pada seksi
Pengolah data dan Informasi untuk diadakan perekaman data dan dinilai dalam
komputer. Sementara itu data-data itu diolah dan dikeluarkannya STTS (Surat Tanda
Terima Setoran ). SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), dan DHKP (Daftar
Himpunan Ketetapan Pajak). Seksi ini hanya mengolah data dari sektor pedesaan
dan perkotaan sedangkan untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang dikerjakan secara manual pada

seksi Penetapan.

3.2.4 Seksi Pendataan dan Penilaian

Melaksanakan urusan pendaftaran, pendataan obyek dan subyek PBB,
penilaian klasifikasi obvek PBB, dengan cara pendaftaran obyek pajak PBB dan
subyek PBB serta penyusunan buku monografi PBB untuk memperoleh data yang
benar dan NJOP yang wajar sebagai dasar penetapan besarnya pajak terhutang.
- Memiliki Fungsi :

1. Melaksanakan urusan pendaftaran obyvek dan subvek PBB.

2

. Melaksanakan urusan pendataan obyek dan subvek PBB
3. Melaksanakan penvusunan buku monografi.

- Sekst int membawahi :
1. Sub seksi Klasifikasi dan Pemutakhiran data.
2. Sub sekst Monograti.

Didalam kegiatan pekerjaan di KP PBB dimulai dari seksi ini, dimana seksi
inilah yang melakukan pendataan terhadap semua subvek pajak dan obvek pajak. baik
yang lama maupun vang baru Data vang masuk pada seksi ini diadakan penilaian
klasifikasi. Didalam penentuan klasifikasi perubahan obyek dan subyek pajak ni juga
dibantu oleh pihak tertentu misalnya : Camat. Notaris selaku PPAT (Pejabat Pembuat
Akte Tanah) guna pemutakhiran data dimana dalam perkembangannva . subyek dan
obyek pajak selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh adanya jual beli,

waris, hibah, dan sebagainva.
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3.2.5 Seksi Penetapan
Melaksanakan urusan penetapan PBB dan melaksanakan inensitinas: czn
ekstensifikasi penetapan PBB, dengan cara meneliti, menyiapkan. meniampaing,
membetulkan. membuat salinan, membatalkan, dan mencocokkan hasi! xeiuares
berupa DHR, SPPT/ SKP/ STP, DHKP, DHKT, STTS dan buku indux semz
melakukan pengamatan atas tingkat perbandingan antara besarmva pajas teruiang
dengan potensi PBB untuk meningkatkan pajak terhutang.
- Memiliki tugas :
1. Melaksanakan urusan penetapan PBB di lima sektor ( Sekior
Perkotaan, Perhutanan, Perkebunan, dan Pertambangan)
2. Melaksanakan intesifikasi dan ekstensifikasi penetapan.
- Seksi ini membawahs ¢

1. Sub seksi Penctapan Pedesaan dan Perkotaan.

2

. Sub seksi Penetapan Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan

3. Sub seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan.

3.2.6 Seksi Penerimaan dan Penagihan
Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan dan penagithan cengan ez

menatausahakan pembavaran, penyetoran, pelimpahan. dan pembiszs nas

penerimaan, biaya pemungutan, piutang PBB, penagihan. restitust atau nompensas
usul penghapusan piutang PBB dan intensifikasi serta tertib administres: neremmiazs
dan penagihan PBB.
- Memibiki tugas

1. Melaksanakan urusan penerimaan, penagihan.

2. Melaksanakan tertib administrasi penerimaan dan penagihan
- Seksi ini membawahi :

1. Sub seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi.

2

. Sub seksi Tata Usaha Piutang Pajak.

3. Sub seksi Penagihan.
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Pada scksi ini sclalu mengadakan pengaweassan atau pemantauan terhadap
penerimaan PBB yang disctorkan pada tempat pembayaran yang ditunjuk. Dimana
didalam perkembangannya akan mengetahui berapa realisasi, tunggakan pada setiap

minggu, sctiap bulan, dan setiap akhir anggaran.

3.2.7 Seksi Keberatan dan Pengurangan
Melaksanakan urusan penyelesaian keberatan dan uraian banding, serta

pengurangan dengan cara melaksnakan penatausahaan penyelesaian keberatan dan
penyusunan konsep uraian banding serta pemberian pengurangan dan melaksanakan
verifikasi data sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan
pelayanan kepada para wajib pajak.
- Memiliki tugas :

1. Melaksanakan urusan penyelesaian keberatan dan pengurangan.

2. Melaksanakan verifikasi data.
- Seksi im membawahi :

1. Sub scksi Keberatan.

2. Sub seksi Pengurangan.

3. Sub seksi Verifikasi.

3.2.8 Kelompok Tenaga Fungsional Penilai PBB
Bertugas melakukan kegiatan pendataan dan penilaian PBB. Dalam hal ini ada
beberapa hal yang telah ditetapkan yaitu:

1. Kelompok tenaga fungsional penilai PBB terdiri dari sejumlah tenaga penilai PBB
dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
keahliannya.

2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga penilai PRB paling senior, yang
ditunjuk olch Direktorat Jenderal Pajak.

3. Jumlah tenaga penilai PBB ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

4. Jenis dan jenjang jabatan Tenaga Penilai PBB terszbut, sesuai Undang-undang.
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3.3 Personalia dan Kepegawaian KP PBB Situbondo

3.3.1 Jumlah dan Jenis Karyawan

Tabel 1 : Daftar Jumlah dan Jenis Pegawai

36

No Unit Kerja | Jumlah
1 Kepala KP PBB 1
2. Ka. Sub Bagian Tata Usaha : 1
- Ur. Tata Usaha dan Kepegawaian. 1
- Ur. Keuvangan. 1
- Ur. Rumah Tangga. I
Pelaksana 3
3. Kasi Pengolahan Data dan Informasi : 1
- Subsi. Data Masukan dan Keluaran. 1
- Subsi. Pengolahan Data, ]
- Subsi. Analisis dan Penyajian Informasi. 1
Pelaksana 2
4. Kasi Penetapan : |
- Subsi. Penetapan Pedesaan dan Perkotaan. 1
- SubsiPenetapan Perkebunan, Perhutar:an, Pertambangan. 1
- Subsi. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan. 1
Pelaksana o
3 Kasi Pendataan dan Pentlaian: 1
- Subsi. Klasifikasi dan Pemutakhiran Data. |
- Subsi. Monografi. 1
Pelaksana 3
6. Kasi Penerimaan dan Penagihan : ]
- Subsi. Penerimaan dan Restitust. 1
- Subsi. Tata usaha Pajak. 1
- Subsi Penagihan. 1
Pelaksana 4
{ Kasi Keberatan dan Pengurangan : 1
- Subsi. Keberatan. 1
- Subsi. Pengurangan, ]
- Subsi Verifikasi 1
Pelaksana 0
8. Tenaga Fungsienal |
9. Tenaga Honorer 13
Jumlah Pegawai <.

Sumb_c;_aa‘t.\ KP. PBB Situbondo
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3.3.2 Jadwal Jam Kerja
Jadwal kegiatan dan jam kerja untuk lima hari kerja yang dilaksanakan

pada saat Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan PBB berlaku sampai saat ini.
Absensi dilakukan empat kali sehari yaitu pada saat masuk, pulang siang (istirahat),
masuk siang (setelah istirahat). dan pulang.
Jadwal kerja KP PBB Situbondo :
-Senin — Kamis : 07.15-17.00 WIB

Istirahat - 12.00-13.00 WIB
- Jumat - 07.15- 17.00 WIB

Olahraga © 06.30 - 09.00 WIB

Istirahat : 11.30- 13.00 WIB

3.4 Aktivitas Kerja Pada Bagian Penerimaan
3.4.1 Kegiatan pada Sub Seksi Penerimaan:

adalah melaksanakan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan dan bea balik
nama tanah dan bangunan, pembagian penerimaan, seria pembagian biaya
pemungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
3.4.2 Tugas dalam Sub Seksi Penerimaan :
1. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Seksi Penerimaan. sebagai

pedoman pelaksanaan tugas.

2. Melaksanakan penatausahaaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam

rangka tertib administrasi.

(FS]

_ Melaksanakan penatausahaan penerimaan bea balik nama tanah dan bangunan
dalam rangka tertib administrasi.
4. Melaksanakan penatausahaan pembagian penerimaan pajak Bumi dan Bangunan

sesual dengan ketentuan yang berlaku.

h

Melaksanakan penatausahaan pembagian biaya pemunguian Pajak Bumi dan

Bangunan.
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6. Melaksanakan pembuatan laporan dan evaluasi penerimaan untuk mengetahut
perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan bea balik nama tanah

dan bangunan.
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BAB 1V

HASIL KEGIATAN PRN

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan PBB
Situbondo, dilakukan dengan terjun langsung ke instansi tersebut untuk membantu
segala aktivitas-aktivitasnya, khususnya di bidang administrasi penerimaan PBB.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dimulai  dari pengenalan dengan
scluruh staf pegawai yang ada dalam lingkungan KP PBB Situbondo, dimana antara
Kepala dengan Staf bawahannya mempunyai hubungan yang sangat erat, akrab, dan
kekeluargaan. Sclanjutnya diberikan penjelasan mengenai apa dan bagaimana PBB
itu, khususnya yang ada hubungannya dengan PBB.

Kegiatan tersebut sesuai dengan sarana dan petunjuk dari karyawan yang
membimbing sehingga terselesainya Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan PBB
Situbondo. Aktivitas yang dilakukan tidak hanya berada di satu tempat saja/ satu
seksi tetapi mengalami pergantian antara satu seksi ke seksi lain.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama PKN adalah scbagai
berikut :

1. Membantu di Scksi Pendataan dan Penilaian
Membantu di Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Membantu di Seksi Penetapan

Membantu di Seksi Penerimaan dan Penagihan

hos LN

Membantu di Seksi Keberatan dan Pengurangan

4.1 Membantu di Seksi Pendataan dan Penilaian
Seksi Pendataan dan Penilaian (Pedanil) merupakan seksi yang mengurus
masalah pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak serta melakukan

penilaian dan klasifikasi obyek pajak. Pendaftaran obyek pajak dilakukan oleh .
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subyek/ wajib pajak dengan cara mengambil, mengisi secara jelas, benar dan lengkap
formulir SPOP yang diperoleh dari KP PBB atau tempat-tempat lain yang ditunjuk
oleh KP PBB untuk pengambilan SPOP.

Pengertian SPOP dan L.SPOP

SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak)

Adalah sarana yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data obyek
pajak dan subyek pajak kepada KP PBB.

LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak)

Adalah sarana yang dipergunakan oleh petugas KP PBB untuk menghimpun data
bangunan yang lebih rinci sebagai bahan dalam menentukan NJOP (Nilai Jual Obyek
Pajak).

Petunjuk pengisian SPOP:

Kantor Pelayanan PBB, diisi nama Kantor Pelayanan PBB menurut letak obyek pajak
berada.
A, diisi oleh pihak Kantor Pelayanan PBB.
B. diisi menurut data, letak obyek pajak :
6. Nama Jalan, diisi JL. (singkatan) dari letak obyek pajak.
7. Blok/ Kav/ Nomor, diisi menurut Blok/ kav/ Nomor dari obyek pajak.
8 Kelurahan/ Desa, diisi menurut Kelurahan/ Desa dimana obyek pajak berada.
9. RW, diisi menurut RW dari obyek pajak.
10. RT, diisi menurut RT dari obyek pajak.
C. Data Obyek Pajak,
11. Status, diisi menurut status subyek pajak (dengan memilih salah satu yang
sesuat ).

12. Pekerjaan, diisi menurut pekerjaan subyek pajak (dengan memilih)
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13. Nama Subyek Pajak, diisi menurut yang tercantum dalam NPWP (Nomor
Pokok Wajib Pajak)

14. NPWP, diisi menurut SPWP

15. Nama Jalan, diisi JL. (singkatan).

16. Blok/ Kav/ Nomor, diisi menurut Blok/ Kav/ Nomor.

17. Kelurahan/ Desa, diisi menurut Kelurahan / Desa.

18. RT, diisi menurut RT.

19. RW, diisi menurut RW.

20. Kabupaten/ Kotamadya diisi sesuai wajib pajak berada.

21. No. KTP.
D. Data Tanah.

22. Luas Tanah (m?), diisi luas bumi atau tanah yang dimiliki oleh wajib pajak

yang terdiri dari beberapa bukti surat tanah.

23. Zona Nilai Tanah, diisi oleh pihak kantor Pelayanan PBB.

24 jenis Tanah, diisi menurut salah satu pilihan yang sesuai dengan keadaan tanah.
E. Data bangunan.

25. Jumlah bangunan diisi dengan jumlah bangunan yang dimiliki.
F. Pernyataan Subyek Pajak.

26. Nama Subyek Pajak/ kuasanya, diisi subyek pajak yang bersangkutan.

27. Tanggal, diisi tanggal pengisian SPOP.

28. Tanda tangan, diisi tanda tangan subyek pajak.
G. Identitas Pendata/ Pejabat yang berwenang, diisi oleh pihak KP PBB.

Sket atau denah lokasi obyek pajak.
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Bentuk SPOP dapat dilihat pada contoh berikut :
Tabel 2 : Surat Pemberitahuan Objek Pajak

42

Surat Pemberitahuan Objek Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan :

1. Jenis Transaksi : 1. Perckaman data 2. Pemutakhiran data 3. Penghapusan data

2. NOP:

3. NOP Bersama

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP Asal :
5. No SPPT Lama :

A. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. Nama Jalan : 7. Blok/ Kav/ Nomor :
8. Kelurahan / Desa : 9. RW 10. RT :

B. DATA SUBJEK PAJAK

_Status 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 4. Pemakai 5. Sengketa
.Pekerjaan: 1. PNS 2. ABRI 3. Pensiunan 4. Badan 5. Lainnya

. Nama Subjek Pajak : 14. NPWP

. Nama Jalan : 16. Blok/Kav/Nomor :

. Kelurahan/ Desa: 18. RW: 19 BT

. Kabupaten/ Kotamadya-Kode Pos :

. Nomor KTP :

22,
24.

C. DATA TANAH

Luas tanah : 23. Zona tanah:

Jenis tanah : 1. Tanah/ bangunan 2. Kavling 3. Tanah kosong 4. Fasilitas Umum

25

D. DATA BANGUNAN

Jumlah bangunan :

E. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

26. Nama Subjek Pajak/kuasanya 27. Tanggal 28. Tandatangan

Dilanjutkan dihalaman berikut
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F. IDENTITAS PENDATA/ PEJABAT YANG BERWENANG
PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG l

29. Tanggal 33. Tanggal

30. Tanda Tangan 34. Tanda Tangan
31. Nama jelas 35. Nama jelas
32. NIP 36. NIP

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lJampiran 1
Setelah SPOP diisi secara jelas, benar dan lengkap, wajib pajak harus
mengembalikan SPOP tersebut pada KP PBB atau tempat-tempat lain yang ditunjuk
oleh KP PBB sebagai tempat pengembalian SPOP dan akan menerima Tanda Terima
Pengembalian SPOP. Adapun batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya
30 hari sesudah diterimanya SPOP yang disertai dengan fotokopi SPPT (Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang) terakhir dari obyek pajak yang dilaporkan apabila
sebelumnya obyek pajak tersebut sudah dikenakan PBB. Setelah SPOP diterima oleh
petugas penerima, kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. SPOP tersebut dicatat dalam pembukuan data sesuai dengan nomor persil/
RT/ RW/ Blok/ Kelurahan dan Kecamatan.
2. Ditentukan klasifikast bumi dan/ atau bangunannya.
3. Ditetapkan besarnya pajak terhutang
4. Diberi NOP (Nomor Obyek Pajak)
NOP adalah sistem penomoran obyek pajak yang merupakan salah satu
elemen kunci dalam pelaksanaan pemungutan PBB dalam arti luas , dengan
spesifikasi sebagai berikut:
- Unik . satu obyek pajak memperoleh satu NOP dan berbeda dengan
NOP untuk obyek pajak PBB lainnya.
- Tetap : NOP yang diberikan pada satu obyek pajak tidak berubah dalam

jangka waktu yang relatif lama.
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- Standar : hanya ada satu sistem pemberian NOP yang berlaku secara
nasional.

Apabila wajib pajak terlambat dalam mengembalikan SPOP setelah lewat
batas waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya SPOP, selambat-lambatnya 7 hari
sesudah batas waktu pengembalian SPOP untuk diberikan Surat Tegoran
Pengembalian SPOP. Dalam surat Tegoran Pengembalian SPOP tersebut ditetapkan
batas waktu pengembalian paling lama 15 hari terhitung mulai tanggal pengiriman
(stempel pos). apabila wajib pajak tidak juga mengembalikan SPOP setelah batas
waktu yang ditentukan dalam STP SPOP, maka oleh KP PBB akan diterbitkan SKP
(Surat Ketetapan Pajak).

Dasar Penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak).

1. SKP diterbitkan apabila SPOP yang disampaikan melewati 30 hari setelah
diterimanya SPOP oleh wajib pajak dan ditegur secara tertulis ternyata tidak
dikembalikan oleh wajib pajak sebagaimana telah ditentukan dalam Surat
Tegoran.

2. SKP diterbitkan/ dibuat apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lainnya ternyata jumlah pajak terhutang lebih besar dari jumlah pajak
berdasarkan SPOP yang dikembalikan oleh wajib pajak.

Pajak terhutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan
sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Jumlah wajib pajak terhutang dalam
SKP, penerbitannya disebabkan karena pengembalian SPOP lewat 30 hari terhitung
sejak diterimanya SPOP oleh wajib pajak. Besarnya adalah pokok pajak ditambah
denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajaknya. Adapun bentuk
perhitungan SKP adalah sebagai berikut :
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Obyek pajak dengan luas dan Nilai Jual.

- Luas obyek pajak menurut SPOP adalah 855.195 m”.

- Pokok pajak - Rp. 77.745 -
- Denda administrasi (25% x Rp. 77.745 ) : Rp. 19.436.-

- Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP : Rp. 97.181 .-

4.2 Membantu di Seksi Pengolahan data dan informasi (PDI).

Setelah formulir SPOP di klasifikasikan dan dinilai obyek pajaknya oleh Seksi
Pedanil, maka kegiatan selanjutnya diserahkan kepada seksi Pengolahan Data dan
Informasi. Seksi ini menatausahakan data masukan dan keluaran , pengolahan data,
perekaman data, memproduksi data keluaran dalam rangka analisis dan penyajian
informasi tentang PBB dengan menggunakan SISMIOP (Sistem Manajemen
Informasi Obyek Pajak).

Pengertian SISMIOP

Adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi data obyek dan subyek
pajak PBB dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui
pendaftaran, pendataan, dan penilaian), pemeliharaan identitas obyek pajak (NOP),
perekaman data pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT,
STTS, DHKP dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan melaksanakan
penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan
Satu Tempat (PST).

Berdasarkan data yang ada dalam SPOP, PDI menerbitkan / mengeluarkan
SPPT, STTS, dan DHKP.

Pengertian SPPT

ialah Surat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan
besarnya pajak yang terhutang.

Petunjuk pengisian SPPT, yaitu:


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

46

Petunjuk pengisian SPPT, yaitu:

o—y

o

(OS]

9.

. No. SPPT, diisi sesuai dengan kode Propinsi, Kabupaten, dan No. dalam DHKP.

Letak obyek pajak merupakan lokasi dimana obyek pajak berada, diisi nama
Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan dimana letak obyek pajak tersebut
berada.

Nama dan alamat wajib pajak, diisi nama lengkap wajib pajak serta tempat
tinggal wajib pajak berada.

Kolom (1)obyek pajak, diisi sesuai dengan jenis obyek pajak (bumi dan/ atau
bangunan)

Kolom (2) Luas, diisi dengan luas obyek pajak yang sebenarnya.

Kolom (3) Klas, diisi Klas obyek pajak sesuai klasifikasi termasuk pada
golongan mana.

Kolom (4) per m> | diisi dengan harga bumi/ bangunan per m* dengan melihat
klasifikasi klas bumi dan bangunan.

Kolom (5) Jumlah, diisi jumlah hasil kali antara Nilai Jual per m® dengan luas
tanah (bumi) dan bangunan.

NJOPTKP sesuai dengan ketentuan, diisi dengan Rp. 8.000.000,-

10. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB, diisi hasil penjumlahan dengan NJOP bumi

17

dan NJOP bangunan dikurangi NJOPTKP.
PBB yang harus dibayar (Rp), diisi hasil PBB terhutang disertai jumlah PBB

(dalam kalimat).

12. Tempat pembayaran , diisi tempat pembayaran PBB yang telah ditentukan oleh

KP PBB pada wajib pajak.
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Pada lembar SPPT terdapat 2 lembar bagian, yaitu:

1. Bagian terbesar dari SPPT diserahkan pada wajib pajak.

2. Bagian yang kecil dari SPPT merupakan tanda terima SPPT vyang
dikembalikan pada KP PBB. Bagian ini diisi tanggal diterimanya SPPT dan
nama penerima beserta tanggal dan nama lengkap.

Bentuk dari SPPT dapat dilihat pada contoh berikut:

Tabel 3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
No. SPPT : 35.12.080.004.030-0114.0

Letak Objek Pajak Nama dan Alamat Wajib Pajak
Kab/ Kodya . Situbondo Agus Soediatmoko
Kecamatan : Situbondo Patokan
Desa/ Kelurahan : Patokan Situbondo
Alamat . JI. Baratas NPWP :
Objek Pajak : Luas (M?): Kelas : NJOP :
Bumi 200 34 5.400. 000
Bangunan 120 13 19. 440. 000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB : 24. 840. 000
NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) : 8. 000. 000 -
NJOP untuk Perhitungan PBB : 16. 840. 000
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) : 20% x 16. 840. 000 3. 368. 000

Pajak Bumi dan Bangunan yang Terhutang : 0,5% x 3. 368. 000 16. 840
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp): 16. 840
(Enam belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

Tanggal jatuh tempo : 31 Oktober 2000 Kepala kantor

Tempat Pembayaran : Bank Mandiri

Dilanjutkan pada halaman berikut
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Nama Wajib pajak : Agus Soediatmoko Diterima tanggal :
Letak Objek Pajak : Kecamatan : Situbondo Tanda Tangan
Desa / Kel : Patokan
No SPPT (NOP) :35.12.080.004.030-0114.0 o e N Rl M S )
SPPT Tahun /Rp : 2000 — 028 16. 840 Nama Terang

Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 2.
Didalam SPPT dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang oleh wajib

pajak. Adapun cara perhitungan besarnya PBB perlu mengetahui beberapa faktor,
yaitu:

1. Tarif pajak 0,5%.

2. NJOP, berupa tanah dan atau bangunan.

3. NIJKP, 20% x NJOP.

4. Rumus menghitung PBB, 0,5% x 20% x NJOP atau 1/10 x NJOP.

Untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang atas obyek pajak
(tanah/ bumi dan atau bangunan), perlu disusun pengelompokan obyek pajak menurut
Nilai Jualnya. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 23 Februari
1993 No. 174/ KMK. 04/ 1993 tentang Klasifikasi, Penggolongan, dan Ketentuan
Nilai Jual dari Bumi dan bangunan. Pengelompokan ini kita kenal dengan sebutan
Klasifikasi Bumi dan Bangunan.

Klasifikasi Bumi dan Bangunan dapat dilihat pada lampiran 3
Contoh bentuk perhitungan PBB adalah sebagai berikut:
Wajib Pajak Agus Soediatmoko mempunyai obyek pajak berupa:
Bumi -200 m? dengan nilai jual Rp. 27.000/ m*
Bangunan : 120 m? dengan nilai jual Rp. 162.000/ m?.
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Besarnya pajak terhutang dihitung sebagai berikut:

a. Nilai jual tanah Rp. 27.000/ m® termasuk golongan NJOP Bumi klas 34
(dengan NJOP per m* antara Rp. 23.000 s.d Rp. 31.000), maka jumlah NJOP
bumi adalah 200 m?* x Rp. 27.000,- = Rp. 5.400.000.-.

b. Nilai Jual bangunan Rp. 162.000/ m?, termasuk golongan NJOP bangunan
klas 13 (per m* antara Rp. 136.000 s.d Rp. 188.000), maka jumlah NJOP
bangunan adalah 120 m? x Rp. 162.000.- = Rp.19.440.000.-

Besarnya pajak terhutang adalah :

NJOP Bumi :Rp. 5.400.000
NJOP Bangunan :Rp. 19. 440 000 -
Jumlah NJOP : Rp. 24.840.000
NJOPTKP :Rp. 8.000.000
NJOP sebagai dasar pengenaan pajak : Rp. 16.840.000 -
NJKP ( 20% x Rp. 16.840.000) - Rp. 3.368.000
PBB terhutang (0,5% x Rp. 3.368.000) :Rp. 16.840

Jadi besarnya pajak terhutang yang harus dilunasi oleh wajib pajak adalah sebesar
Rp. 16.840.-.

Pengertian STTS

STTS (Surat Tanda Terima Setoran) ialah : surat yang ditentukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak sebagai bukti wajib pajak membayar pajak terhutang sesuai dengan
yang tertera pada SPPT secara tunai pada Bank atau tempat pembayaran yang telah
ditentukan.

Petunjuk pengisian STTS:

1. Tempat, diisi lokal pembayaran PBB pada tempat-tempat tertentu yang telah
ditunjuk oleh Kantor Pelayanan PBB.
2. Tahun pajak, memuat tahun pembayaran pajak yang bersangkutan.

3. Nama wayjib pajak, diisi sesuai dengan yang tertera di SPPT.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

50

4. Letak obyek pajak, diisi sesuai dengan Kecamatan dan Desa tempat tinggal
wajib pajak.

5. No. seri, diisi No. seri dalam DHKP dan SPPT.

6 Tanggal jatuh tempo, diisi tanggal saat jatuh tempo SPPT (6 bulan sejak
diterimanya SPPT oleh wajib pajak).

7. Jumlah yang harus dibayar, diisi sesuai dengan hasil perhitungan dan disertai
perincian denda tiap bulan.

8. Tanggal pembayaran, diisi tanggal saat pembayaran itu dilakukan.

9. Tanda terima dan cap kantor, diisi oleh pihak penerima pembayaran.

Adapun bentuk STTS dapat diloihat pada contoh berikut:

Tabel 4 : Surat Tanda Terima Setoran

Surat Tanda Terima Setoran

Tempat Pembayaran : Bank Mandiri
Telah menerima pembayaran PBB Th : 2000 dari :
Nama Wajib Pajak  : Agus Wsoediatmoko
Letak Objek Pajak - Kecamatan : Situbondo
Desa / Kel : Patokan
Nomor SPPT (NOP) :35.12.080.004.030-0114.0

Sejumlah - Rp. 16.840.
Tanggal Pembayaran : 30 Maret 2000
Jumlah yang dibayar : Tanda Terima
Rp. 16. 840 Dan
Cap Bank/ Kantor Pos

Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 4.

Pada lembar STTS ini memiliki 3 lembar, yaitu:
1. Untuk Bank.
2. Untuk Dispenda.
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3. Untuk wajib pajak.
Apabila wajib pajak melunasi melalui petugas pemungut, wajib pajak akan menerima
TTS (Tanda Terima Sementara) PBB. TTS ini harus ditukarkan seminggu kemudian

dengan STTS yang telah diterima petugas pemungut dari tempat pembayaran.

4.3 Membantu di Seksi Penetapan

STTS yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Seksi Pengolahan Data dan
Informasi dibukukan dalam DHKP dan komputer.
Pengertian DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak)
Adalah daftar himpunan yang memuat data nama wajib pajak, letak obyek pajak,
Nomor Obyek Pajak (NOP), besar serta perubahan pajak terhutang yang dibuat per
Desa/ Kelurahan.
Adapun bentuk DHKP dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

DHKP
Tahun 1998
Tempat pembayaran : Bank Mandiri Halaman : 1
Propinsi - 35- Jawa Timur Kecamatan : 030- Situbondo
Kabupaten / Kodya : 12- Situbondo Kel/ Desa : 003- Dawuhan
No NOP No. Nama Alamat Pajak Perubahan Tanggal
Induk | Wajib Obyek terhutang pajak Pembayaran
Pajak Pajak
1 2 3 4 e 6 7 8
003-0120 | 0000 | Soesilo | Parse 4 Rp. 2.860
J1. Anggrek

Sumber data : KP PBB Situbondo
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Petunjuk Pengisian Kolom:

Kolom (1) : diisi No. urut

Kolom (2) : diisi Nomor Obyek Pajak Wajib Pajak .

Kolom (3) : diisi No. Induk wajib pajak.

Kolom (4) : diisi Nama Wajib Pajak

Kolom (5) : diisi alamat obyek pajak milik wajib pajak.

Kolom (6) : diisi besarnya pajak terhutang.

Kolom (7) : diisi perubahan pajak

Kolom (8) : diisi tanggal pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

4.4 Membantu di seksi Penerimaan dan Penagihan

4.4.1

Sub Seksi Penerimaan

Pada seksi penerimaan melaksanakan urusan tata usaha penerimaan dengan

cara menatausahakan pembayaran, penyetoran, pelimpahan, dan pembagian hasil

penerimaan, biaya pemungutan dan piutang PBB. Mengenai masalah pembayaran

PBB dapat dilakukan melalui :

1,

[9'%]

Bank/ kantor Pos dan Giro Persepsi yang ditunjuk sebagaimana yang
dicantumkan pada SPPT yaitu Bank Mandiri, Bank Jatim, kantor Pos dengan
memperlihatkan SPPT kepada petugas.

Petugas pemungut yang ditunjuk (petugas PEMDA TK 11/ Kelurahan/ Desa).
Sebagai tanda pembayaran PBB wajib pajak akan menerima TTS (Tanda
Terima Sementara) dari petugas pemungut vang kemudian akan diganti
dengan STTS. .

Pembayaran melalui pemindahbukuan (transfer).

Pembayaran dengan kiriman uang melalui Bank/ PT. Pos Indonesia.

Hasil pembayaran PBB tersebut disctorkan ke KP PBB untuk kemudian

dibukukan dalam bentuk laporan. Jenis-jenis laporan tersebut , yaitu:
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1. Laporan Penerimaan PBB
Macam-macam laporan Penerimaan PBB,yaitu:
a. Laporan Mingguan Penerimaan PBB.
Laporan ini disusun dan dibuat setiap minggu.
b. Laporan Bulanan Penerimaan PBB
Laporan ini disusun atau dibuat setiap bulan.
¢. Laporan Triwulan Penerimaan PBB
Laporan ini disusun setiap triwulan.

Petunjuk Pengisian Laporan Penerimaan PBB, yaitu:

Kolom (1) : diisi nomor urut
Kolom (2) : diisi nama-nama sektor penerimaan PBB.
Kolom (3) : diisi jumlah penerimaan minggu ini/ triwulan ini.
Untuk Laporan bulanan diisi jumlah penerimaan pada bulan lalu.
Kolom (4) : diisi jumlah penerimaan pada minggu ini/ triwulan ini ditambah
dengan penerimaan pada minggu lalu/ triwulan lalu.
Untuk Laporan bulanan diisi dengan jumlah penerimaan pada bulan
lalu.
Kolom(5) : khusus laporan bulanan diisi dengan penerimaan pada bulan ini di tambah
dengan penerimaan pada bulan lalu.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
- Lampiran 5 : Laporan mingguan Penerimaan PBB.
- Lampiran 6 : Laporan Bulanan Penerimaan PBB.
- Lampiran 7 : Laporan Triwulan Penerimaan PBB.
2. Laporan Realisasi Penerimaan Tunggakan PBB

Petunjuk pengisian Laporan Realisasi Penerimaan PBB yaitu:

Kolom (1) - diisi dengan nomor urut.
Kolom (2) - diisi KP PBB yang ada di wilayah kerja Kanwil yang

menyampaikan laporan.
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Kolom (3) - diisi  tahun  pajak yang masih ada pokok
pajak tunggakan.

Kolom (4. 7,10,13,16,19) : diisi jumlah tunggakan pada awal triwulan dari tahun
yang bersangkutan.

Kolom (5,8,11,14,17.20) : diisi realisasi penerimaan dari tunggakan pada triwulan
tahun yang bersangkutan.

Kolom (6,9,12,15,18,21) : diisi sisa tunggakan pada triwulan tahun bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 8.

3. Laporan Pembagian hasil Penerimaan PBB.

Petunjuk Pengisian Laporan Pembagian Hasil Penerimaan PBB, yaitu:

Kolom (1) - di1si nomor urut.

Kolom (2) - diisi nama-nama sektor.

Kolom (3) - diisi jumlah penerimaan PBB pada bulan lalu.

Kolom (4) - diisi penerimaan PBB pada bulan ini.

Kolom (5) . diisi penerimaan PBB pada bulan ini ditambah penerimaan pada
bulan lalu.

Kolom (6) - diisi Pembagian hasil Penerimaan PBB untuk Propinsi.

Kolom (7) - diisi Pembagian Hasil Penerimaan PBB untuk Kabupaten.

Kolom (8 - diisi dengan jumlah pembagian hasil penerimaan PBB untuk
Kabupaten.

Kolom (9) - duisi dengan biaya pemungutan

Kolom (10,12,14) : diisi dengan persentase (%) pembagian hasil penerimaan PBB
untuk Ditjen Pajak/ Propinsi/ dan Kabupaten.

Kolom (11) - diisi dengan jumlah pembagian hasil penerimaan PBB
untuk Ditjen Pajak

Kolom (13) . diisi dengan jumlah pembagian hasil penerimaan PBB untuk
Propinsi.

Kolom (15) - diisi dengan jumlah pembagian hasil untuk Kabupaten.
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Kolom (16) - diist dengan keterangan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 9.

Hasil Penerimaan PBB merupakan penerimaan negara 100%, yang dibagi
berdasarkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan persentase (%) untuk pembagian hasil
penerimaan PBB, yaitu:

a. Pemerintah Pusat =10%

b. Biaya pemungutan (10% x 90%) = 9%
c¢. Pemda TK 1(20% x 81%) = 16,2%

d. Pemda TK II (80% x 81%)= 64,8%
4.4.2 Sub Seksi Penagihan

Dalam pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh KP PBB mempunyai dua

macam cara penagihan, antara lain :

1. Penagihan pasif
Cara penagihan ini dilakukan oleh KP PBB selama jangka waktu 6 bulan mulal
diterbitkannya SPPT dan dikirimkan kepada wajib pajak sebagai kewajiban untuk

dibayar sampai jangka waktu jatuh tempo.

bo

. Penagihan aktif
Diawali oleh pihak KP PBB dengan mengadakan kofirmasi pada Bank/ tempat
pembayaran lainnya untuk mengetahui STTS yang tersisa, sehingga dapat
diketahui kalau ada tunggakan pajak. Hal ini dapat diketahui karena wajib pajak
yang telah membayar pajak akan mengambil STTS-nya. Apabila diketahui ada
tunggakan pajak, maka KP PBB mengeluarkan Surat Himbauan.
Pelaksanaan penagihan harus dilakukan sampai tuntas dengan hasil akhir berupa
pelunasan hutang pajak oleh wajib pajak. Urut-urutan agar pelaksanaan penagihan
memperoleh hasil akhir, adalah sebagai berikut:
a. Penerbitan Surat Teguran (dikeluarkan 7 hari setelah jatuh tempo).

b. Penerbitan Surat Paksa (dikeluarkan 7 hari setelah jatuh tempo).
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c. Penerbitan Surat Perintah melakukan penyitaan (2 x 24 jam sejak Surat paksa
diterbitkan).
d. Penerbitan Surat Pencabutan Sita (bila wajib pajak telah melunasi pajak

terhutang).

(¢

. Penerbitan Permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan.

f. Pengumuman Lelang.

g Pembatalan pengumuman lelang ( bila wajib pajak melunasi sebelum
pengumuman lelang).

h. Penjualan melalui Kantor Lelang (apabila 14 hari tidak dilunasi sejak

pengumuman lelang).

4.5 Membantu di Seksi Keberatan dan Pengurangan.

Pada Seksi Keberatan dan Pengurangan terdapat suatu pelayanan kepada
wajib pajak yaitu PST (Pelayanan Satu Tempat). Pelayanan disini berupa pelayanan
pengurangan atas pajak yang terhutang. Adapun bentuk Formulir pelayanan PBB

berupa agenda Tata usaha dapat dilihat pada tabel 6, yaitu:
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N | Agenda Nama Surat Penyelesaian Ket
o | TU/PST WP | Permohonan
Alamat
OoP
No Tel Tgl No Tgl Tgl No Tgl
Penyelesaian | SK | Pengiriman
3 + 3 6 7 8 9 10

Sumber : KP PBB Situbondo

Petunjuk Pengisian tabel, vaitu:

Kolom (1)
Kolom (2)
Kolom (3)
Kolom (4)
Kolom (5)
Kolom (6)
Kolom (7)
Kolom (8)
Kolom (9)

Kolom (10): diisi dengan pengabulan sebagian permohonan pengurangan.

- duist No. urut

- diist No. urut pelayanan.

- dust tanggal pelayanan

- diisi nama wajib pajak dan alamat wajib pajak.

- diist No. urut surat permohonan.

- diisi tanggal surat permohonan.

- disi tanggal penyelesaian tentang pemberian pengurangan.
- diist No. Surat Keputusan.

- diisi tanggal pengiriman berkas formulir kepada wajib pajak.
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4.5.1 Sub seksi Keberatan
Sub seksi Keberatan ini menyelesaikan masalah Keberatan yang diajukan
oleh wajib pajak. Keberatan disini dapat diajukan apabila:
1. Wajib Pajak merasa data yang ada pada SPPT/ SKP yang diterimanya tidak sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya (salah luas, salah nama, salah kelas, klasifikasi,

kesalahan penetapan).

o

terdapat perbedaan penafsiran undang-undang PBB antara wajib pajak dengan
aparat pajak.

Adapun syarat pengajuan keberatan sehubungan dengan ketetapan PBB-nya, yaitu:

1. Keberatan harus diajukan secara tertulis dengan memakai bahasa Indonesia,
kepada Kepala kantor Pelayanan PBB dengan dilampiri dokumen pendukung
seperti:

- Bukti pemilikan, bukti surat ukur.

- Akte jual beli, IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).

- Bukti Resmi lainnya.

)

Keberatan harus sudah diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT/ SKP.
3. Pengajuan permohonan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB.
4. Permohonan keberatan yang tidak memenuhi huruf 1 dan 2 tidak dianggap
sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

4.5.2 Sub Seksi Pengurangan

Sub Seksi Pengurangan memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang
tidak sanggup membayar besarnya pajak terhutang yang ditetapkan  oleh KP PBB.
Pelayanan tersebut disebut dengan pengurangan atas pajak terhutang.
Pengurangan PBB dapat diberikan apabila:
1. Karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak

dan/ atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, dapat berupa:
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lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat
terbatas yang dimiliki/ dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak
perseorangan.

Obyek pajak yang nilai jualnya meningkat disebabkan karena adanya
pembangunan atau perkembangan lingkungan yang dimiliki/ dikuasai atau
dimanfaatkan oleh wajib pajak perseorangan yang berpenghasilan rendah.
Obyek pajak yang dimiliki/ dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak
perseorangan yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiun,
sechingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi.

Obyek pajak yang dimiliki/ dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak
badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius
sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin
perusahaan.

Obyek pajak yang dimiliki/ dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat
berpenghasilan rendah lainnya schingga kewajiban PBB-nya  sulit

dipenuhi.

Besarnya pengurangan untuk hal-hal tersebut ditetapkan setinggi-tingginya 75%

oleh Kepala kantor Pelayanan PBB.

Obyek pajak terkena:

a.

Bencana alam (misal: gempa bumi, banjir dan tanah longsor).

b. Sebab lain yang luar biasa (misal : kebakaran, kekeringan, wabah penyakit

tanaman, dan hama tanaman).

Besarnya pengurangan untuk obyek pajak yang terkena bencana alam dan sebab-

sebab lain yang luar biasa ditetapkan sampai dengan 100% oleh Kepala kantor

Pelayanan PBB.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil Praktek Kerja Nyata di Kantor

Pelayanan PBB Situbondo adalah sebagai berikut:

1

2

w

N

. Didalam menetapkan Pajak bumi dan Bangunan harus dilakukan penentuan

obyek pajak dan subyek pajak yang akan dikenakan PBB serta dilakukan
pengklasifikasian data yang tepat.

. Didalam sistem pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam pelaksanaanya

dimulai dari:
a. Pendaftaran obyek pajak pada Kantor Pelayanan PBB.
b. Pengisian blanko SPOP.
¢. Penerbitan SPPT, dan STTS
d. Pelunasan PBB terhutang sesuai SPPT.
e. Memasukkan data kedalam DHKP
Pembayaran PBB terhutang vang dilakukan oleh wajib pajak di
administrasikan kedalam bentuk laporan. yaitu:
a. Laporan Penerimaan PBB.
b. Laporan Realisasi Penerimaan PBB.
¢. Laporan Pembagian hasil penerimaan PBB.
. Mengenai masalah pembagian hasil penerimaan PBB diatur sebagai berikut:
a. Pemerintah Pusat = 10%
b. Biaya Pemungutan ( 10% x 90%) = 9%.
¢. Pemda TK 1 (20% x81%) = 16.2%
d. Pemda TK II (80% x 81%) = 64.8%
. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan pada KP PBB atas SPPT yang
diterimanya, apabila tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Wajib pajak yang tidak sanggup untuk membayar PBB yang terhutang, maka
dapat meminta pengurangan atas pajak tersebut pada KP PBB dengan keadaan-

keadan yang ditetapkan oleh KP PBB.

60
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5.2 Saran

|. Diharapkan untuk terus mengadakan penyempurnaan kegiatan agar kegiatan
kerja di KP PBB dapat berjalan secara efektif dan efisien, dengan selalu
mematuhi petunjuk pelaksanaan sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam
pelaksanaan tugas dan wewenang.

2. Meningkatkan ketelitian dalam pengisian data dalam SPOP ke komputer agar
perhitungan PBB benar, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

3. Untuk memenuhi target penerimaan PBB sebaiknya pihak KP PBB
memperhatikan kepentingan masyrakat dalam pengajuan keberatan dan

pengurangan PBB.
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O alb AMAN

l

No. Formulir

| 7

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
‘ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Selain yang dlisi oleh Petugas (baglan yang diarslr),
diisi oleh Wajib Pajak j
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.

OR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN :

‘NIS TRANSAKSI B 1. Perekaman Data D 2. Pemutakhiran Data D 3. Penghapusan Data

. BE 0B EHa EERLana . D)
oeaerswa [ [ ] [ 1] [[[][] Kl EEEE 8

OP ASAL l k
|

OSPPTLAMA |

775 By DATA LETAK OBJEK PAJAK 70 o iioe 800 s s T
7. BLOK / KAV / NOMOR

Wéﬁfﬁulfwu\mmm\Hmmmumum

-LURAHAN / DESA l l [1l lJ l ‘ ] [ l [ lJ 9. RW 10. RT

| eld [dlo).
B i Pemlllk

rlolelain] [ 1|

e C.DATA SUBJEK PAJAK = 777

D‘ 2. Penyewa D 3. Pengelola D 4. Pemakai

=KERJAAN @ 1. PNS %) D 2. ABRI %) D 3. Pensiunan * D 4. Badan D 5. Lainnya
ool slole P L AT Helelel TTTTTTTT T T (T[T TT]

AMA JALAN

16. BLOK / KAV / NOMOR

clalnlrlaltlal AT TITTITIT LTIV OE T

ELURAHAN / DESA i 1 l J ] [ 4 . T ] 18. RW 19.RT

rolefalel [T [T 11} 199 loloo)]
Tlulelofnfolel [T [TITTTT]TT]]

ABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS
OMOR KTP

ERIGAPEE T RCARAnES

LTI [ag
B 1. Tanah +

D 2. Kavling
Bangunan Siap Bangun

UAS TANAH

o) | 23. ZONA NILAI TANAH

D 3. Tanah D 4. Fasilitas

Kosong Umum

JENIS TANAH

atan : ") yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan '

°BB 1.1 /94

Dilanjutkan di halaman berikutnya

¥,
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E. DATA BANGUNAN ="

25. JUMLAH BANGUNAN

_ L , : F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK - T R T WS LR e
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini
dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2

26. NAMA SUBJEK PAJAK/ 27. TANGGAL 28. TANDA TANGAN
KUASANYA

termasuk lampirannya adalah ben
) Undang-undang No. 12 Tahun 18

Aqu Copdiddmore

- Dalam hal bertindak selaku kuésa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan

- Batas waktu pengambilan SPOP 30 (ti

sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak
gapuluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985

SKET /DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Contoh Penggambaran

KETERANGAN :



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

HARMMHN ¢

IRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

A RINCIAN DATA BANGUNAN

PENGGUNAAN [B’ 1. Perumahan S 2. Perkantoran Swasta D 3. Pabrik

ke (] 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko || 5. Rumah Sakit/Kiinik | | 6. Olah Raga / Rekreasi
D 7. Hotel / Wisma j 8. Bengkel/Gudang/Pertanian D 9. Gedung Pemerintah
D 10. Lain - lain D 11. Bng Tidak Kena Pajak D 12. Bangunan Parkir
D 13. Apartemen D 14. Pompa Bensin | 15. Tangki Minyak
D 16. Gedung Sekolah

S BANGUNAN[ [ | | | | [1]al0] 7. JUMLAH LANTAI (o]

DIBANGUN [ 1]9[9/d]
DIRENOVAS! [ [ 10. DAYA LISTRIK TERPASANG [ [ [ [ | T | [9]old

l
_4 s

| (WATT) e
mﬂrﬁlY:ADA [ ] 1. sangatBaik [V 2. Baik __| 3. Sedang __| 4. Jelek
NSTRUKSI [ | 1. Baja ] 2. Beton [ 3. BatuBata | | 4. Kayu
1. Decrabon /
AP [ ] Beton (] 2 GtgBeton/ [Uf 3. GigBiasa/ [ ] 4. Asbes [ | 5. Seng
Gtg Glazur Aluminium Sirap
IDING D 1. Kaca/ D 2. Beton @ 3. BatuBata/ D 4. Kayu D 5. Seng
Aluminium Conblok
[ ] 6. Tidak ada dinding
NTAI [ ] 1. Marmer  [\Y2. keramk [ ] 3. Teraso [] & Upin PC [ ] 5. semen
apan
NGIT-LANGIT [_] 1. Akustik/ [ {2, Triplek / Asbes| | 3. Tidak ada
Jati Bambu
% SRR o - B..FASILITAS - T s -
wAH AC [ ] ] spit [:]:] Window | 18. AC SENTRAL | | 1. Ada [ | 2. Tidakada

skoam [ [ [ [ ] 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)

NanG (hiz) ([T meon (L] o
D 1. Diplester D 2. Dengan (— g Sedang Dengan Penutup

Pelapis Lantai
%QEAN " DNG LAMPU TNP LAMPU 22. JUMLAH LIFT 23. JUMLAH TANGGA
1 - BERJALAN
NIS o5l Beton D] ' | Penumpang

[T Aseatc Bl RS ] e Lor < 0,80M | | |
Tanah Liat/ [ [ | [T ] Barang tor> 08aM [ ]

Rumput |
¢)JANG PAGAR | | | T ] 25. PEMADAM | 1. Hydrant U1 Ada—jz Tdk ada
KEBAKARAN [ 1.Ada| |2. Tdk ada
AN PAGAR | | 1. Baja/Besi [ | 2. Bata/ Ly SP””""”L_J L]
Batako [ la.FireAl | |1.Ada[ |2. Tdk ada_
=t
L SALURAN | | | | 27. KEDALAMAN SUMUR L

= PABX ARTESIS (M) 4
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_ 62 NIP
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g 4No SPPT(NOP) :

“““SURAT YPEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN
35.12.080.004.030-0114. O

NPWF :

LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
: JL BARATAS AGUS  SOEDIATMOKO =
2 RT3 : RT : 000 RW : OO o
e PATOK AN PATOKAN
B\ SITUBONDO
| SITUBONDO \,' SR T EORNO
% , NJOP (Rp)
OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS e i
BUMI 200 , 34 2T.000 5.400,000
BANGUN AN 120 - 13 162.000 19.440.00D
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 24 .840.000
2| NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 8.000.000
/] NJOP untuk penghitungan PBB = ] 16.840.000
| NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) - 20°% x 16.840.000 3.368.000
-4 Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang =0, Sek x5 368 .000 " 16.840
- | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 16.840
.| (ENAM BELAS RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH RUPIAH)
| TGLIATUHAEMEO s B SITYBONDO, 22 JAN 2000
| TEMPAT PEMBAYARAN KEPALA KANTO

»<| BANK MANDIRI (EX BDN)
* |_JT.. AHMAD YANT STITUBONDQ

. SPPT DAN STTS PBB

¢ BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK

v-S

I.'

IGM RATMUDITA, SH
NIP : Q60044260

N NGRS XN RNYON LS L AN RN
P AN A AN AST AT A

| NAMA WP

il Letak Objek Pajak : Kecamatan ST TUBONDO
‘ Desa/Kel ~PATOKAN

2000 - 028 /

O
L9}
aQ
82| No. SPPT (NOP)
g_z' SPPT Tahun/Rp.

AGUB SOEDI ATMOKO

Diterima tgl
Tanda Tangan

35.12.080,004.030-01i 41- 0 ke - e

6.840
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LAMPIRAN 3

I. KLASIFIKASI, PENGGOLONGAN, DAN KETENTUAN NILAI JUAL BUMI

PENGGOLONGAN NILAI KETENTUAN BESARNYA PAJAK
KELAS JUAL BUMI NILAI JUAL TERHUTANG PER
(RP./M2) BUMI (RP./M2) M2 (RP./M2)
1 2 3 4

1 > 3.000.000 s/d 3.200.000 3.100.000 3.100
2 > 2.850.000 s/d 3.000.000 2.925.000 2.925
3 > 2.708.000 s/d 2.850.000 2.779.000 2.779
4 > 2.573.000 s/d 2.708.000 2.640.000 2.640
3 > 2444000 s/d 2.573.000 2.508.000 2.508
6 > 2261.000 s/d 2.444.000 2.532.000 2.352
7 > 2.091.000 s/d 2.261.000 2.176.000 2.176
8 > 1.934.000 s/d 2.091.000 2.013.000 2.013
9 > 1.789.000 s/d 1.934.000 1.862.000 1.862
10 > 1.655.000 s/d 1.789.000 1.722.000 1.722
11 > 1.490.000 s/d 1.655.000 1.573.000 1.573
12 > 1.341.000 s/d 1.490.000 1.416.000 1.416
13 > 1.207.000 s/d 1.341.000 1.274.000 1.274
14 > 1.086.000 s/d 1.207.000 1.147.000 1.147
15 > 977.000 s/d 1.086.000 1.032.000 1.032
16 >  855.000 s/d 977.000 916.000 916
17 > 748000 s/d  855.000 802.000 802
18 > 655.000 s/d  748.000 702.000 702
19 > 573.000 s/d 655.000 614.000 614
20 > 501.000 s/d  573.000 573.000 573
21 > 426000 s/d 501.000 464.000 464
22 > 362.000 s/d 426.000 394.000 394
23 > 308.000 s/d 362.000 335.000 335
24 > 262.000 s/d 308.000 285.000 285
25 > 223.000 s/d 262.000 243.000 243
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HaL AMAN 67

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ANV M RV VRN NSRRIV VR A N

178.000
142.000
114.000
91,000
73.000
55.000
41.000
31.000
23.000
17.000
12.000
8.400
5.900
4.100
2.900
2.000
1.400
1.050
760
550
410
310
240

170
170

s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

223.000
178.000
142.000
114.000
91.000
73.000
55.000
41.000
31.000
23.000
17.000
12.000
8.400
5.900
4.100
2.900
2.000
1.400
1.050
760

550

410
310
240

200.000
160.000
128.000
103.000
82.000
64.000
48.000
36.000
27.000
20.000
14.000
10.000
7.150
5.000
3.500
2.450
1.700
1.200
910
660
480
350

270

200

140

200
160
128
103
82
64
48
36
27
20
14
10
7,15
5,00
3,50
2,45
1,70
1,20
0,91
0,66
0,48
0,35
0,27
0,20
0,14

Sumber Data : KP PBB Situbondo
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HATAMAN 68

II. KLASIFIKASI, PENGGOLONGAN, DAN KETENTUAN NILAI JUAL

BANGUNAN
PENGGOLONGAN KETENTUAN BESARNYA
NILAI JUAL BANGUNAN NILAI JUAL PAJAK
KELAS (RP./ M2) BANGUNAN TERHUTANG
(RP./ M2) PER M2
(RP. / M2)
1 2 3 4

1 > 1.034.000 s/d 1.366.000 1.200.000 1.200
2 > 902.000 s/d 1.034.000 © 968.000 968
3 > 744.000 s/d  902.000 823.000 823
4 > 656.000 s/d  744.000 700.000 700
5 > 534.000 s/d  656.000 595.000 595
6 > 476.000 s/d  534.000 505.000 505
7 > 382,000 s/d  476.000 429.000 429
8 > 348000 s/d  382.000 365.000 365
9 > 272.000 s/d  348.000 310.000 310
10 |> 256000 s/d 272.000 264.000 264
11 |> 194000 s/d 256.000 225.000 225
12 |> 188000 s/d 194.000 191.000 191
13 |> 136.000 s/d 188.000 162.000 162
14 |> 128000 s/d 136.000 132.000 132
1S |> 104.000 s’/d 128.000 116.000 116
16 |> 92000 s’d 104.000 98.000 98
17 |> 74000 s/d  92.000 83.000 83
18 |> 68000 s/d  74.000 71.000 71
19 |> 52000 s/d 68000 60.000 60
20 |< 52.000 50.000 50

Sumber i)ata : KP PBB'Situbondo
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1RAN 5 HALAMAN

KTORAT JENDERAL PAJAK
FTOR WILAYAH IX DJP JAWA TIMUR
'ALA KANTOR PELAYANAN PBB SITUBONDO

Yth

e

2. Kepala Kantor Wilayah IX DJP Jawa Timur

LAPCRAN MINGGUAM PENERIMAAN PBE DAM BPHTR
RABUPATEN SITUBONDO
MINGGU | PEBRUARI 2001
(Tal. 26 Januari s/d 1 Pehruari 2001 )

{ Daiam ribuan rupiah)

Penerimaan Jumiah penerimaan
Minggu Ini s d Mingg ini
5 2 2
’edesaan ; : 1.835 : 1,835
erkotaan 989 989
erkebunan - -
erhutanan - -
grtambangan - »
. Migas - -
. Non Migas - -
umlah{(1+2+3+4 +5) 2,824 2,824
PHTB 1,118 1,118
umliah (6 +7) 3,942 3,942

Situbondo, 2 Pebruari 2001
Kepala Kantor,

|.G.M. Ratmudita, SH
NIP. 060044260
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LAMPIRAN 6 ; _ HALAMAN

CIREKTORAT JENDERAL P& TSN
KANTOR WILAYAR X DR JEMA TRIUR
REFALA KANTOR F’.‘ELAVW i PEE SITUBONDC

Yth. :

1. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan

2. Kepala Pusat PDIP

3. Kepala Kantor Wilaysh IX DJIP Jawa Tiour

LAarDRAN BULANAN PENERIMAAN PBE dan BPHTS
KABUPATEN SITUBONDO
BLILAN JANUARI 2001

(dalam ribuan f.yfz!eﬁj_T

i No Fonsimzan i : Jumiah Penerimaan
e TR Y. - s.d Bulan lalu Bulan im s.d Bulan ini
P4 § S Frat 3 4 5
t\_i«? : -
(o by ;s B\ 8 S
™0 Al 9. . 10,429 10,429
;_ AT N gl Jupslah (1,9 ¢ 9.2 - 0 D 10,429
g__.'Z Ferkotaan .
i ___:2 1. Pokok X &0 s, . A - -
|.__122. Yunggaian i - 4841 . 484
§:_ e SJumiahy (2,4 + 2.9) - 484 48_’}_4.
i3 (Padesann dait Parkae R, fi AR Rt |
" 151, Pokok Ketsapan " A x , 4
D2 faggangaeen : 10.913 10,913
E,A_.j,_ e Samiieh {31 %3.2) - 10,9143 2 10,813
B L bonan 3
T ?Twli"?;f..'“ T -5 ‘ 110,156 110,156
{ ez Ywgoslan 3 ol :
i e ah{4.4 + 4.2} - 110,188 110,15¢
!_é.q Peivisanan e
{» 9.1. Pokok Ketstahary 0 o e . - =
: 52 Yunggalan -1 o 20 -
_dardah (3.4 + 8.2) - - -
i §_jPertambangan | i e TG ’
3.1, Migas
8.1.1. Pokuk Ketstspan - 561,862 €51,8092
{ 8.4.2. Tunpgalean - e L -
Jumiah {8.4.4 ¢ &1 - 691,882 e 832
i....18.2. MNen Mg ridh -
. 6 2.1 BT - - -
i—'—ﬂ“-'“ 822 Vunpgaien ; o " gNT. f W At -
L«-~ Jum‘ah i, f'_._' .1_:_.:...)'.........“ fen B - iy e -
[ je, Miges |
L sad. L 651,892
it T 651,692 1
b B
e el fl'yt‘ ! 7027 048 |
: 10,043 ! : *
- 712,851 !
3 il i
e - TITATL
/ A

sgﬁﬁmut,,, Sluhondo, 1 Pebiuar 2009

/’ e 2’43:* /{.\u.("'d" cr
/"KE’Z__—_ Ton 0l AWANEN M \ iu"\‘\\

e
’L
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LAMPIRAB 7

4

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH iX DITJEN PAJAK JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SITUBONDO _/
i Argopura No. 41 Tsispon : (033871282
tuboNnao B¥IZZ Faximile : (V33¥)-5/3/01

LAPORAN TRIWULAN PENERIMAAN FBB
KABUPATEN SITUBONDO
TRIWULAN |
TAHUN ANGCARAN 2000

{ Dalam ribuan rupiah )

(o}

Penerimaan Sektor Seltor .

Triwuian ini s.d Triwuian ini

2 3 4

- |-

Pedesaan
1.1 Pokok Ketetapan 45,427 45,427
1.2 lunggakan 283 283

2 |Perkotaan
2.1 Pokok Kctctapan 80,217 80,217
2.2 Tunggakan 2,783 2,783

3 |Jumlah (1+2)
3.1 Pokok Ketetanan 12
3.2 Tunggdaraii

4

S

,644 12
O

W N
(& B » >

(%3]

~
, VO

4 |Perkebunan
4 1 Pokok Ketetapan - -

4.2 tunggakan 568 568

5 |Perhutanan
1. IHH
5.1.1 Pokeok Ketetapan - 3
5.1.2 Tungyakan - -
2. Non IHH
5.2 1 Pokok Ketetapan - -
5.2.2 Tunggakan - =

6 |Pertambangan
1. Migas
6.1.1 Pokok Ketetapan 1,799,858 1,799,858
6.1.2 Tunggakan - -
2. Non Migas
B8.2.1 Pokok Ketetanan - =

BN T, e L P
U.£.2£ 1 uingganail - =

7 |Jumlah (3+4+5+6 )
7.1 Pokok Ketetapan 1,825,502 1,925,502
7.2 Tungakan 3,634 ; 3,634

Situbondo, 05 Juli 2000
Kepala Kantor

Dis.Tu wé ral
NIP 060042071

HATLAMAN
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LAMPIRAN 10

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI

JI. Jawa (Tegalboto) No. 17 Kotak Pos 125 - @ Dekan (0331) 332150 (Fax.) - T.U. 337990
Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121 - Jatim

Lampiran

Nomor \37;( /J25.].4/P6/&ZC’O‘D Jember. ¢ PESEMBE R 2000

Perihal . Kesediaan Menjadi Tempat PKN
Mahasiswa Fak. Ekonomi UNEJ

BALAMAN 75

'[\L;_‘r)a\_\a ; Y”\KE‘I‘A‘—LA_}(ANTOR

di-

PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SITUBONDO

Bersama ini dengan hormat Kami beritahukan. bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan
dalam mengakhirt studi pada pendidikan Program Diploma 1l Ekonomi para mahasiswa

diwajibkan melaksanakan Prakiek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan ini, kami mengharap kescdiaan Instansi yang Saudara pimpin untuk
menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan

lersebut adalah

No. Nama NIM Bidang Studi
1 |LINGGO DESI HERTANTO 9B-22T% AN KEUANG AN
2 [SRI YULIATI 48-2030 ADH REUANGAT
3 |Yumina 58-2182 ADM KEUANGAN

Adapun pelaksanaan Prakiek Kerja Nyata tersebut pada bulan :

22 Jamari-22 Februari 2001

Kami sangat mengharapkan jawaban atas permohonan tersebut dan sekiranya diperlukan

persyaratan fainnya kami bersedia memenuhi.

Alas perhatian dan pengertian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.
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LAMPIRAN 44 "1ATLAMAN |

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SITUBONDO

JI Argopuro No 41 Situbondo 68322
Telepon (0238) 672167 , 671969 Faksimil (0338) 673701

Nomor © S-60ge/ WPJ.09/KB.1401/2000 11 Desember 2000
Lampiran : -
Hal : Kesedinan Menjadi Tempat PKN

Mahasiswa FFak. Ekonomi UNEJ

Yil. Dekan Fakultas Ekonomi UNEJ

Jember

Menunjuk surat Saudara Nomor : 3985/125.1.4/P6/2000 tanggal 9 Desember 2000
perihal Kesediaan menjadi tempat PKN mahasiswa Fak. Ekonomi UNEJ, dengan iui
diberitshukan bahwa para mahasiswa yang akan menjalani PKN di Kantor Pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan Situbondo sebagaimana tersebut dibawah ini :

[ No Nama & NIM Bidang Studi
L | Linggo [‘)cs~i Hertanto .  98-2274 Adm. Keuangsan
2 | Savuiat 98-2030 Adm, Keuangan 8
3 | Yunita 982182 Adm. Keuangan

~diberikan jin Pnl\tckhl\—:ug_N;n-ta pada tanggal 22 Januard 2001 sampai dengan 22
Februari 2001.

Demikian untuk maklum dan seperlunya,

NIP 060044260
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LAMPIRAN 12

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUNMI DAN BANGUNAN SITUBONDO
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i JENDERAL PAJAR
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HATLAMAN

LAN ARGOPURO NO.41 SITUBONDO
DAFTAR ABSENSI
PRAKTEK KERIA NYALA
MA : SRIYUILIATI NiM ;99 2636
. §  TANGGAL { TANDA TANGAN ;
! PAGI PULANG SIANG | MASUK SIAN( PULANG

ANUARI 2001

{24 JANUARI 2001 &
S TTADT NS
}25 JANUARI 2001

=1

26 JANUARI 2001

RS

29 JANUARI 2001

30 JANUARI 2001

31 JANUARI 2001

01 PEBRUARI 2001

el

EE=ERSEEa AN Tl

) 02 PEBRUARI 2001 - W4

' |05 PEBRUARI2001 < -

{06 PEBRUARI 2001 - <

3 {07 PEBRUARI 2001 e T

t |08 PEBRUARI 2001 R 418 SR
< 109 PEBRUARI 2001 i AR/ RS
5 |12 PEBRUARI 2001 — U —TF Progum

13 PEBRUARI 2001

oo

14 PEBRUARI 2001

O

15 PEBRUARI 2001

16 PEBRUARI 2001

19 PEBRUARI 2001

1o

20 PEBRUART 2001

21 PEBRUARI 2001

122 PEBRUARI 200!

sﬁ&%& 7
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LAMPIRAN 13

HALAMAN /5

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TFAJAK
KANTOR WILAYAH IX JAWA TIMUR

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SITUBONDO

JL. Argopuro No 41 Situbondo 68312
Telepon (0338)672167 , 671969

Faksimil (0338) 673701

————————

Nama : Sn Yuliat
Nim - 98-2030

Jadwal Kegiatan
PKN Mahasiswa Program Diploma III
Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Program Studi : Administrasi Keuangan

Jenis Kegiatan
27 Januar 2001 s.d | Perkenalan dan pengarahan dari Kantor Pelayanan PBB
24 Januari 2001 Membantu di seksi Pendataan dan Penilaian (PEDANIL)

1. Pengarahan dari Kepala seksi Pendataan dan Penilaian
2. Membuat/menyalin peta lokasi

3. Membantu mengetik surat-surat

4. Mempelajai SPOP serta cara pengisian

5. Mempelajari tentang tugas-tugas di seksi PEDANIL

25 Januari 2001 s.d
30 Januan 2001

Membantu di seksi Pengolahan data dan Informasi
1. Merekam SPOP dan LSPOP ke dalam Komputer
2. Mempelajari tentang SPPT dan STTS

3. Mempelajari tentang tugas-tugas di PDI

31 Januari 2001 s.d
02 Januari 2001

Membantu di seksi Penctapan

1. Membantu mencari harga tanah di komputer

2. Membantu membukukan surat-surat yang masuk

3. Mempelajari tentang tugas-tugas di seksi Penetapan

03 Pebruar 2001 s.d
19 Pebruan 2001

Membantu di bagian Penerimaan dan Penagihan

1. Mencari data-data untuk PKN

2. Mempelajari tentang tugas-tugas di scksi Penerimaan
3. Mempelajari tentang jenis-jenis laporan di Penerimaan
4. Mcmbuat konscp laporan PKN

5. Mclengkapi data-data laporan PKN

20 Pebruan 2001 s.d
21 Pebruari 2001

Membantu di scksi Keberatan dan Pengurangan
1. Mempelajari tentang tugas-tugas di Keberatan dan Pengurangan

22 Pcbruari 2001

Pcnutupan PKN
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LAMPIRAN 14

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX JAWA TIMUR
KANTOR PELAY ANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SITUBONDO

Jalan Argopuro No. 41 Telepon : 672167
Situbondo 68322 Faksimil :673701

SURAT KETERANGAN
No. : Ket /WPJ-09/KB.1401/2001

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Djoko Santoso

NIP : 060043706

Pangkat & gol. / ruang : Penata Tk.I - I/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian TU

menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Sri Yuliati

NIM : 98-2030

Bidang Studi : Adm. Keuangan Program Diploma III
Fakultas Ekonomi Jember

telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pelayanan PBB Situbondo pada
tanggal 22 Januari 2001 8/d 22 Februari 2001

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

NI RSMIP 060043706

s Bl
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UNIVERSITAS JEMSER
KULTAS - EKONOMI

KAKTU KONSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERJANYATA FAKULTAS FKONMOMI

UNIVERSITAS JEMBER

Nama

Nomor Mah:z
Program Pendidikan

Program Studi
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